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Dewan Konsultasikan Hasil Paripurna
ke Gubernur Jawa Timur

DPRD Sidoarjo akan segera
menindaklanjuti Raperda
Pertanggungjawaban APBD
Tahun Anggaran 2024 yang
ditolak mayoritas fraksi.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdil-
lah Nasih menjelaskan,
hingga kini belum ada kepu-
tusan final soal tindak lanjut
setelah raperda ditolak.

Nasih mengungkapkan,
konsultasi menjadi langkah
penting sebelum menen-
tukan apakah pertanggung-
jawaban tersebut akan di-
lanjutkan melalui peraturan
kepala daerah (Perkada)
atau mekanisme lainnya.

"Kami masih akan lanjut-
kan konsultasi ke gubernur
sampai Kemendagri, ba-
gaimana seharusnya proses
lanjutan ini dilakukan,”
katanya. Termasuk apakah
akan berdampak pada ta-
hapan anggaran selanjutnya
seperti PAK (Perubahan
Anggaran Keuangan).

Nasih mengungkapkan,
berdasarkan ketentuan,
apabila DPRD tidak me-
nyetujui raperda tersebut,
maka dalam waktu maksimal
tujuh hari, pemerintah dae-
rah harus mengajukan
usulan pertanggungjawaban

melalui Perkada kepada
gubernur. Jika dalam waktu
15 hari tidak ada keputusan
dari gubernur, maka perkada
akan berlaku otomatis.

Menurutnya, langkah me-
nuju Perkada bukan berarti
tanpa konsekuensi. Meski
tidak mengganggu APBD
2025 atau 2026, penolakan
raperda tetap akan memberi
catatan tersendiri dalam
evaluasi. "Plus minusnya
lebih ke aspek evaluatif
saja, dan bagaimana kepu-
tusan akhir nanti ada di
tangan gubernur,” ungkap-
nya. (eza/uzi)

LT Menang Derhy, Lolos 32 Besar Piala Soeratin

KOTA-Deltras Sidoarjo
U-17 memenangi laga
penentuan melawan Per-
sida U-17 dalam lanjutan
Grup J Piala Soeratin
U-17 Kapal Api Asprov
PSSI Jatim 2025. Bermain
di Stadion Jenggolo, Se-
lasa (15/7), The Young
Lobster unggul tipis 1-0.

Gol tunggal kemena-
ngan dicetak Muhammad
Andika Putra Pratama
lewat sundulan di menit
ke-69. Dia menyambut
umpan tarik dari Aqil
Agustian Pratama yang
menyisir sisi kanan.

Dukungan penuh su-
porter menjadi suntikan
semangat bagi skuad asu-
han Rendi Irwan. Mereka

akhirnya finis sebagai . PR ) 8 |
e v | B

juara grup dengan tore-
han sembilan poin dari
empat laga.
Kemenangan tersebut
membawa Deltras U-17
lolos ke babak 32 Besar
bersama Akor FC Jombang

tras.

takluk 0-1 saat jumpa Del-

tras di laga kedua.
Persida U-17 yang ha-

i

bel mereka  C

LOLOS: Pemain Deltras Sidoarjo U-17 saat merayakan kemenangan.
U-17.

Dengan hasil ini, Del-
tras dan Akor FC melaju
ke fase gugur. Sementara

A

ala Soeratin U-17
Jatim 2025 diikuti 70 tim

U-17. Akor FC menang 3-1
atas Arek Simo Putra U-17
di laga terakhir grup.
Akor FC juga mengoleksi
sembilan poin, namun ka-
lah head to head dari Del-

nya butuh hasil imbang
justru tampil antiklimaks.
Padahal di dua laga awal,
mereka selalu menang
telak 4-0 atas Arek Simo
Putra U-17 dan Suryanaga

Persida, Arek Simo Putra
dan Suryanaga Connec-
tion harus tersingkir.
Grup J sendiri dihuni
lima tim dalam format
penyisihan yang mema-

dari berbagai daerah.
Juara dan runner up grup
melaju ke babak 32 Besar,
vang akan berlangsung
dengan sistem gugur
hingga final. (sai/vga)
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Dinilai Tidak Penuhi
Target RPJMD
SIDOARJO - Rancangan

Peraturan Dacral (Raperda)
tentang pertanggungiawaban

o
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DPRD Tolak Pertanggungjawaban
Bupati Subandi Terkait APBD 2024

menyerahkan dokumen pandangan fraksi kepada Bupati Sidoarjo

Subandi (kanan) sast sidang Patipuma di gedung DPRD Sidoarjo
kemarin {16/7). Fraksi PAN salah satu yang menolak Raperda Per-

pelaksanaan APBD tabun 'liu‘gclt pendapatan
¥ belanja 2024 sebesar
Rp 1,236 triliun, turun
6 persen dibandingkan
tahun sebelumnya
yang sebesar
APBD 2024 ditolak. Di Rp 1,302 triliun’
antaranya, ketidaksesualan -
realisasl anggaran dengan J?f%gsr\?;mmm
Rencanz PembangunanJang- y
kaMenengahDaerah (REIMD) tanggungjawaban APBD 2024.
2021-20%6, hinggarendahnya  daerah (PAD), terutama dari
transparansi penggunaan  sektor pajak. Anang juga  PDIP dan PKB Menyetujul
P: penggt pay 8§ JUg
anggaran operasional kepala yoroti Lransg i Adapun dua fraksi yang
daerah, bi i jui raperda secara

Fraksi Partai Gerindra
menjadi salah satu fraksi
yang paling vokal menyua-
rakan penolakan. Melalui
juru bicaranya, Anang Sis-
wandoko, Fraksi Gerindra

ST

operasional kuim‘lu daerah.

Penolakan juga datang dari

Fraksi Partai Amanat Nasio-

nal (PAN). Juru bicara frak-

si Rokl Wardoyo menyoroti

masih buruknya kondisi
X o

penuh adalah Fraksi PDIP
dan Fraksi PKB. Sehingga,
komposisi fraksi lebih ba-
nyak menolak daripada
menyetujui raperda pertang-
gungjawaban APBD 2024,
itu, Ketua

nolak rzperda dengan berat
hati, Alasannya, adalah ke-
tidaksesuaian antara realisasi
pendapatan dan belanja
SRR

M’unurum)‘a, kondisi itu
seolah menjadi siklus ta-
hunan yang tidak kunjung

terselesaikan, meski pe-’
irish daacah fstiakl .

target RPJMD.
“Target pendapatanbelanja
tahun 2021 sebesar Rp 1,236
teiliun, turun 6 persen diban-
dingkan tahun sebelumnya
yang sebesar Rp 1,302
triliun," katanya.

Menuruts ini menjadi
indikator bahwa pemerintah
dacrah tidak serius dalam
menggenjot pendapatan asli

telah memprioritaskan pem-
bangunan sektor pendidikan,

“Fraksi PAN dengan tegas
menolak raperda ini)" kata-
nya, Fraksi Golkar, Fraksi
PKS-PPP, juga menolak,
Fraksi Nasdem-Demokrat
terbelah. Nasdem menolak
sedangkan Demokrat me-
nerima,

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Ditolak

DPRD Sidoarjo Abdillah
Nasih mengatakan, peno-
!akan itu mungkin adalah

Ketua KONI Sidoarjo beberkan torehan prestasi atlet ketika
berkunjung ke Uni

sentilan dari DPRD se-
kaligus rasa sayang dari
DPRD. Terlebih agar ke
depan pelaksanaan pem-
bangunan oleh eksekutif
‘harus lebih baik dan serius.
"Ending-nya seperti ini.
Kaml terima sama sama.
Ini bagian dari proses di
Sidoarjo. Ke depan ha-
rapannya bisa belajar ba-
nyak," katanya.
Dislstlain, Bupad Sidoarjo

i wromms |
KOMPAK MENOLAK: Juru Bicara Fraksi PAN Rokl Wardoyo (kiri}

= Mayoritas fraksi wDana operasional
DPRD Sidoado kepaa daersh cinfai
Pm\;u‘v:m R.:pl(-rdaba tdak transparan
ertarggungjavaban NOQuUN: 5
APED 2024, E: wuraam?{«:“mh
 Fraksi Gerindra tanyak sekalah yang
menuding adarya hondisinya mempriha-
permainan target finkan.
pendapatan dan 4 Penolakan i
3 isebut
belanja daerah. 15 nz_]: Dﬁ,m,,f,,‘" &:N"
sebagal bahan evaluas)
Sunver A '
m’x’\m{:‘ o | ke depan. ¥
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Susun Panduan Pengembangan Wisata hingga 2045

KOTA-Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo me-
lalui Dinas Kepemuda-
an, Olahraga, dan Pari-
wisata (Disporapar) te-
ngah menyusun doku-
men Rencana Induk Pe-
ngembangan Kepariwi-
sataan Daerah (RIPAR-
DA) untuk periode
2025-2045. Dokumen
ini disiapkan sebagai
pedoman strategis jang-
ka panjang guna mewu-
judkan pembangunan
sektor pariwisata yang
terarah, komprehensif,
dan berkelanjutan.

Paparan awal RIPAR-
DA disampaikan dalam
rapat koordinasi lintas
sektor yang digelar pada
Senin (14/7) di Ruang
Rapat Delta Wicaksana,
Sekretariat Daerah Ka-
bupaten Sidoarjo. Kegia-

Sekretaris Daerah
Kabupaten Sidoarjo,
Fenny Apridawati, dalam
arahannya menekankan
bahwa pengembangan
pariwisata daerah harus

-
KOORDINASI: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (tengah) dalam rapat koordinasi lintas sektor.

tan ini dihadiri oleh Se-
kretaris Daerah, Ketua
DPRD, Ketua Komisi D,
perwakilan perangkat
daerah, serta kalangan
akademisi.

tidak hanya mengikuti
tren global, tetapi juga
menggali dan mengopti-
malkan potensi lokal.
“Integrasi lintas sektor
untuk memperkuat po-

mulai

L

satu

religi,
ekonomi kreatif.

“Strategi yang diterap-
kan juga mengadopsi
praktik terbaik dari
daerah lain, seperti Ban-
yuwangi, yang berhasil
menyinergikan seluruh
perangkat daerah dalam

taan,”

tensi wisata edukasi, bu-
daya, dan kesehatan juga
sangat penting,” ujarnya,

Kepala Bidang Pariwi-
sata Disporapar Sidoarjo,
Vira Murti Krida Laksmi,
menjelaskan bahwa pen-
yusunan RIPARDA ini di-
selaraskan dengan Ren-
cana Pembangunan Jang-
ka Menengah Daerah (RP-
JMD) dan mencakup bera-
gam tema pengembangan,

dari wisata urban,
industri, hingga

visi kepariwisa-
ucapnya.
® Ke Halaman 10

Atlet Berprestasi Dapat
Beasiswa dari KONI

Sidoarjo, Memorandum

KONI Sidoarjo berencana memberikan beasiswa un-
tuk atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah
di kancah regional, nasional maupun internasional.

Untuk merealisasikan rencana pemberian beasiswa
itu, pengurus KONI Sidoarjo berkunjung ke Universitas
Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. Kunjungan itu bertu-

99
Hasil keputusan it
akan menjadi
‘ evaluasi di tahun ini
dan ke depan”

SUBANDI
Bupati Sidoarjo

Subandi mengatakan hasil
ituakan jadi evaluasi. "Hasil
keputusan ituakan menjadi
evaluasi ditahun ini dan ke
depan. Semuanya sudah
seperti apa di rapat tadi,”
ujarnya singkat. (eza/uzi)

al

juan untuk melakukan p

sanya,” ujarnya.

Imam Mukri mengatakan dukungan finansial lewat
pemberian beasiswa sangatlah penting bagi masa de-
pan atlet, Mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa
terbebani biaya, Oleh karenanya KONI Sidoarjo akan
berupaya mewujudkan akses pendidikan dengan biaya

yang ringan kepada mereka.

“Bidang data KONI Sidoarjo akan kami perintah-
kan untuk segera menginvetarisir data-data atlet yang
berprestasi selama ini. Termasuk saat mengikuti Porprov

Jatim 1X 2025 kemarin,” ujarnya,

Rektor Unitomo Surabaya Prof Dr Siti Marwiyah
menyambut baik langkah ini. "Ini langkah yang sangat
bagus, semoga rencana ini akan segera direalisasikan
bersama, Dan itu akan sangat bermanfaat bagi para

atlet,” katanya. (sud/san/epe)

1kerja sama b

Dipimpin Ketua Umum KONI Sidoarjo Imam Mukri
Affandi, rombongan disambut Rektor Unitomo Prof Dr
Siti Marwiyah didampingi Wakil Rektor 1, 2 dan 3 di Ruang
Proklamasi Unitomo, Selasa (15/7). Imam Mukri Affandi
mengatakan, rencana pemberian beasiswa jadi bentuk
penghargaan kepada atlet. “Selain itu untuk menjaga moti-
vasi atlet Sidoarjo agar terus berprestasi,” katanya,

Ia berharap langkah seperti ini dapat juga menjadi
semangat atlet untuk meningkatkan prestasi olahraga.
“Ini menjadi salah satu langkah inovatif dan visioner dari
KONI Sidoarjo karena kami melihat prestasi olahraga
yang berhasil ditunjukkan atlet Sidoarjo pasti ada ma-

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo
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"DPRD Tolak Pertanggungjawaban
Bupati Subandi Terkait APBD 2024

Dinilai Tidak Penuhi
Target RPJMD

SIDOAR]JO - Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda)
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun
anggaran 2024 menuai peno-
lakan dari mayoritas fraksi
di DPRD Sidoarjo dalamrapat
paripurna kemarin (16/7).

Ada sejumlah alasan laporan

pertangungjawaban (LPJ)
APBD 2024 ditolak. Di
antaranya, ketidaksesuaian
realisasi anggaran dengan
Rencana Pembangunan Jang-
kaMenengah Daerah (RPJMD)
2021-2026, hingga rendahnya
transparansi penggunaan
anggaran operasional kepala
daerah.

Fraksi Partai Gerindra
menjadi salah satu fraksi
yang paling vokal menyua-
rakan penolakan. Melalui
juru bicaranya, Anang Sis-
wandoko, Fraksi Gerindra
menyebutkan, pihaknya me-
nolak raperda dengan berat
hati. Alasannya, adalah ke-
tidaksesuaian antara realisasi
pendapatan dan belanja
daerah dengan target RPJMD.

"Target pendapatan belanja
tahun 2024 sebesar Rp 1,236
triliun, turun 6 persen diban-
dingkan tahun sebelumnya
yang sebesar Rp 1,302
triliun,” katanya.

Menurutnya, ini menjadi
indikator bahwa pemerintah
daerah tidak serius dalam
menggenjot pendapatan asli

00 <=/
Target pendapatan
belanja 2024 sebesar
Rp 1,236 triliun, turun
6 persen dibandingkan
tahun sebelumnya
yang sebesar
Rp 1,302 triliun.”
ANANG SISWANDOKO
Juru Bicara Fraksi Gerindra

daerah (PAD), terutama dari
‘sektor pajak. Anang juga
menyoroti transparansi

ANGGER BONDAN/JAWA POS

KOMPAK MENOLAK: Juru Bicara Fraksi PAN Roki Wardoyo (kiri)
menyerahkan dokumen pandangan fraksi kepada Bupati Sidoarjo
Subandi (kanan) saat sidang Paripurna di gedung DPRD Sidoarjo
kemarin (16/7). Fraksi PAN salah satu yang menolak Raperda Per-
tanggungjawaban APBD 2024.

PDIP dan PKB Menyetujui
Adapun dua fraksi yang

penggunaan biayapenunjang  menyetujui raperda secara
operasional kepala daerah. penuh adalah Fraksi PDIP

Penolakanjugadatangdari dan Fraksi PKB. Sehingga,
Fraksi Partai Amanat Nasio-  komposisi fraksi lebih ba-
nal (PAN). Jurubicara frak- nyak menolak daripada

si Roki Wardoyo menyoroti
masih buruknya kondisi
sejumlah sekolah di Sidoarjo.
Menurutnya, kondisi itu
seolah menjadi siklus ta-
hunan yang tidak kunjung
terselesaikan, meski pe-,,
merintah daerah mengklaim'
telah memprioritaskan pem-
bangunan sektor pendidikan.

"Fraksi PAN dengan tegas
menolakraperda ini,’ kata-
nya. Fraksi Golkar, Fraksi
PKS-PPP, juga menolak.
Fraksi Nasdem-Demokrat
terbelah. Nasdem menolak '
sedangkan Demokrat me-
nerima. '

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Ditolak

w Mayoritas fraksi
DPRD Sidoarjo
menolak Raperda
Pertanggungjawaban
APBD 2024,

 Fraksi Gerindra
menuding adanya
permainan target
pendapatan dan
belanja daerah.

Sumber: Paripurna
DPRD Sidoorjo

= Dana operasional
kepala daerah dinilai
tidak transparan
penggunaannya.

1 PAN menyoroti masih
banyak sekolah yang
4 kondisinya mempriha- .
© tinkan. ;
£ . Penolakan ini disebut
" Ketua DPRD dan Bupati
- sebagal bahan evaluasi
ke depan.

ANAEIS HMER AMBANG! 10uia nOE

Jawa Pos

menyetujui raperda pertang-
gungjawaban APBD 2024.

Sementara itu, Ketua
DPRD Sidoarjo Abdillah
Nasih mengatakan, peno-
/lakan itu mungkin adalah

sentilan. dari DPRD se-

-kaligus rasa sayang dari

DPRD. Terlebih agar ke
depan pelaksanaan pem-
bangunan oleh eksekutif
harus lebih baik dan serius.
"Ending-nya seperti ini.
Kami terima sama sama.
Ini bagian dari proses di
Sidoarjo. Ke depan ha-
rapannya bisa belajar ba-
nyak,” katanya.
Disisilain, Bupati Sidoarjo
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Hasil keputusan itu
akan menjadi
evaluasi di tahun ini
dan ke depan.”

SUBANDI
Bupati Sidoarjo

Subandi mengatakan hasil
ituakan jadi evaluasi. "Hasil
keputusan itu akan menjadi
evaluasi di tahunini dan ke
depan. Semuanya sudah
seperti apa di rapat tadi,”
ujarnya singkat. (eza/uzi)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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DPRD Sidoarjo akan segera
menindaklanjuti Raperda
Pertanggungjawaban APBD
Tahun Anggaran 2024 yang
ditolak mayoritas fraksi.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdil-
lah Nasih menjelaskan,
hingga kini belum ada kepu-
tusan final soal tindak lanjut
setelah raperda ditolak.

Nasih mengungkapkan,
konsultasi menjadilangkah
penting sebelum menen-
tukan apakah pertanggung-
jawaban tersebut akan di-
lanjutkan melalui peraturan
kepala daerah (Perkada)
atau mekanisme lainnya.

”Kami masih akan lanjut-.

kan konsultasi ke gubernur
sampai Kemendagri, ba-

‘gaimana seharusnya proses

lanjutan ini dilakukan,’
katanya. Termasuk apakah
akan berdampak pada ta-
hapan anggaran selanjutnya
seperti PAK (Perubahan
Anggaran Keuangan).,
Nasih mengungkapkan,
berdasarkan ketentuan,

apabila DPRD tidak me-

nyetujui raperda tersebut,
maka dalam waktu maksimal
tujuh hari, pemerintah dae-
rah harus mengajukan
usulan pertanggungjawaban

Jawa Pos

Dewan Konsultasikan Hasil Paripurna
ke Gubernur Jawa Timur

melalui Perkada kepada
gubernur. Jika dalam waktu
15 hari tidak ada keputusan
dari gubernur, maka perkada
akan berlaku otomatis. ,
Menurutnya, langkah me-

nuju Perkada bukan berarti
-tanpa konsekuensi. Meski

tidak mengganggu APBD
2025 atau 2026, penolakan
raperda tetap akan memberi
catatan tersendiri dalam
evaluasi. "Plus minusnya
lebih ke aspek evaluatif
saja, dan bagaimana kepu-
tusan akhir nanti ada di
tangan gubernur,” ungkap-
nya. (eza/uzi)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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145 Ribu Warga
- Sidoarjo Terima
Bantuan Subsidi Upah

Alokasi Anggaran Capai Rp 111 Miliar

Jawa Pos

SIDOAR]JO - Sebanyak 145
ribu lebih warga Sidoarjo
akan menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) dari
pemerintah. Kemarin (16/7),
penyaluran mulai dilakukan
lewat Kantor Pos Sidoarjo.

Sekretaris Daerah (Sekda)
Sidoarjo Fenny Apridawati
mengatakan, pemberianBSU
ditujukankepadawargadengan
upahdibawahRp3,5juta."Kami
secarasimbolis hariini (kemarin,

Red)memberikankekaderke-
sehatan posyandu, masing-
masingmendapat BSURp 600
ribu,” katanya pasca penye-
rahan kemarin (16/7).

Dana yang digelontorkan
untuk BSU wilayah Sidoarjo
mencapai Rp 111 miliar.
Fenny mengatakan, BSU di-
lakukan melalui dua meka-
nisme. Bagi penerima yang
tidak memiliki rekening bank
milik negara, pencairan di-

TUNAI:
Isnaini
(kanan),
kader
kesehatan
Kelurahan
Sidoklumpuk,
mencairkan
BSU

di Kantor
Pos Sidoarjo
kemarin
(16/7).

BSU
diberikan
bagi pekerja
dengan upah
di bawah

Rp 3,5 juta.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

lakukan melalui Kantor Pos.
"Ada 77.988 orang yang pen-
cairannya dilakukan dikan-
tor pos,” ujarnya. Total men-
capai 46,7 miliar. Sementara
itu, sisanya akan menerima
dana melalui bank milik
negara. "Kami menyarankan
agar BSU ini bisamendukung
ketahanan pangan keluarga
masing-masing, atau dibuat
usaha agaruangnya berputar”
katanya. (eza/uzi)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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_DALAM

JUMLAH SAMPAH DARI TPS 3R
KE TPA GRIYO MULYO JABON

= Januari:

= Februari:

i Mafet:

- April:

= Mei:

©m Juni

GRAFIS: HERLAMBANG/JAWA POS

/ \ .
/

TIAP bulan, jumlah sampah yang dikirim dari
tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle
(TPS 3R) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Griyo
Mulyo Jabon tercatat fluktuatif. Total sampah
yang masuk mencapai 60 ribu ton dalam enam
bulan terakhir, (eza/uzi)

Jawa Pos

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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IsiMPLS dengan “'Edukasi
Tertib Berlalu Lintas

Tldak hanya Satlantas Satbmmas
~ juga dilibatkan. Hari ini (kemarin,
Red) misalnya, personel mengisi
‘program MPLS di SMKN 1
Sidoarjo. Mengedukasi siswa
terkait tata tertib berlalu lintas.
Bagian dari upaya preventit
pelaksanaan operasi.’

IPTU TRI NOVI HANDONO
Kasihumas Polresta Sidoarjo berbicara terkait

upaya polresta untuk menyukseskan Operasi
Patuh Semeru 2025

J awa Pos

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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AHMAD REZA/JAWA POS
WISATA LOKAL: Warga menaiki wahana kereta di wisata
Punden Mbah 'Retjo di Desa Ganggangpanjang, Tanggulangin,
beberapa waktu lalu. Pengembangan pariwisata Sldoarjo
harus menggali kekuatan lokal.

Pemkab Susun Pengembangan
Wisata hingga 2045

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo tengah
menyusun dokumen Rencana Induk
Pengembangan Kepariwisataan Daerah
(Riparda) untuk jangka waktu 2025 hingga
2045. Dokumen ini diproyeksikan menjadi
panduan utama dalam pembangunan sektor
pariwisata,

Kabid Pariwisata Disporapar Sldoarjo Vira
Murti Krida Laksmi menjelaskan, Riparda akan
selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.
"Dokumen tersebut memuat arah
pembangunan wisata urban, religi, industri,

- serta pengembangan sektor ekonomi kreatif,”
ujarnya kemarin (16/7).

Menurutnya, ini juga diharapkan bisa
mencontoh praktik terbaik dari daerah lain,
seperti Banyuwangi, yang sukses mendorong
sinergi lintas perangkat daerah dalam
membangun sektor pariwisata.

Sementara itu, Sekda Sidoarjo Fenny
Apridawati menginginkan pengembangan
pariwisata Sidoarjo harus menggali kekuatan
lokal dan tidak sekadar meniru tren global.

"Perlu integrasi antar sektor untuk
memperkuat potensi wisata edukasi, budaya,
hingga kesehatan,” ujarnya. (eza/uzi)

. i/

Jawa Pos
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Kampanye Anak tanpa Gawai di Hari Anak Nasiona

JAKARTA - Peringatan Hari
Anak Nasional (HAN) pada
23 Juli 2025 nanti bakal
dirayakan dengan pendekatan
berbeda. Menteri Pember-
dayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA)
Arifah Fauzi mengusulkan
berbagai insentif menarik
untuk anak-anak. Mulai dari
tarif transportasi umum,
makan di restoran, hingga
masuk tempat wisata.

"Beberapa usulan kami
kepada pemerintah kota,
kabupaten, dan provinsi
dalam rangka peringatan

Hari Anak Nasional adalah

diupayakan transportasi
umum gratis untuk anak-

anak sekolah pada tanggal
23 Juli. Syukur-syukur bisa
seminggu atau seterusnya,”
ujar Arifah dalam konferensi
pers Peringatan HAN di
Kantor Kementerian PPPA
di Jakarta, Rabu (16/7).

Tak hanya itu, Arifah juga
mendorong agar pemda
memberikan tiket masuk gratis
atau tarif khusus bagi anak-
anakyang datang ke destinasi
wisata tanpa membawa gawai.
Langkah ini sebagai upaya
mengurangi ketergantungan
anak terhadap gawai.

Usulan tersebut disambut
baik oleh Pemerintah Kabu-
paten Magelang, Jawa Tengah.
Pemda setempat telah

USULAN INSENTIF
PADA HAN 2025
= Transportasi umum £ 9
gratis untuk anak (@@
sekolah pada 23 Juli
«Tiket masuk gratis

ke destinasi @

wisata jika tanpa
membawa gawai

= Harga spesial di restoran buat \
anak jika datang dengan
keluarga dan tanpa gawai
GRAIS HERLANBANGI WA POS.

menggratiskan tiket masuk
ke Candi Borobudur untuk
siswa SD dan SMP pada 12
Juli 2025 sebagai bagian dari
rangkaian peringatan HAN.

Tak hanya transportasi dan
wisata, Arifah juga mengajak

Jawa Pos

KEMENTERIAN PPPA

restoran untuk turut ber-
partisipasi dalam perayaan
HAN ini. "Usulan ketiga ada-
lah kepada rumah makan
atau restoran tertentu agar
memberikan harga spesial.
Dengan syarat anak datang
bersama keluarga dan tanpa
gawai,” sambungnya.

Anak tanpa gawai ini cukup

 TEMA ANAK
@ HEBAT: Arifah

% Fauzi (kiri)

| bersama Wamen

PPPA Veronica
Tan menjelaskan
rencana
rangkaian
perayaan HAN
2025 di Jakarta
kemarin (16/7).

ZALDLATUL MO 8WA POS.

ditekankan olehnya. Sebab,
menurut Arifah, ancaman
gawai kian mengerikan. Di-
temukan adanya korelasi
antara kecanduan pengguna-
an gawai dengan kekerasan
yang terjadi pada anak dan
perempuan. Dari beberapa
kasus yang ditemuinya,
kekerasan yang dilakukan

anak-anak rata-rata karena
menonton adegan serupa
dari gawai yang dimiliki.

Kondisi ini pun selaras
dengan hasil cek kesehatan
gratis (CKG). Menurutnya,
di poli mata, hampir semua
peserta CKG mengalami
masalah dalam penglihatan-
nya. Hal ini lantaran mereka
bermain handphone lebih
dari 7 jam sehari.

Kemudian, laporan sejum-
lah guru di jenjang PAUD
tentang banyaknya balita
yang mengalami speech
delay atau telat bicara juga
dikonfirmasi dari hasil
pemeriksaan CKG di poli
anak. (mia/bas)

90

be- >
berapa @ =
negara
sudah membatasi
penggunaan gadget
ini. Kita sedang
proses, mudah-
mudahan bisa
segera keluar
aturannya karena
dampaknya (negatif,
red) luar biasa.”
ARIFAH FAUZI

Menteri PPPA
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| SIDOARJO - Tragedi OTT Dua
Kades aktif di Tulangan dan man-
l tan Kades yang tersangjut du-
| gaan jual beli jabatan beberapa
| waktu lalu menyisahakan cerita.
| Pasalnya,beberapa peserta seleksi
é perangkat desa salah satunya
di Desa Kemantren Kecamatan
| Tulangan menyampaikan kekece-
' waannya atas hasil tes yang dinilai
| tidak transparan dan memuncul-
kan banyak tanda tanya.
! Salah satu Peserta yang merasa
kecewa,MTF merasa dirugikan
setelah hasil akhir seleksi berbeda
dengan data awal yang ia peroleh
saat live score diumumkan.

“Yang membuat saya kecewa,
awalnya saat live score saya ung-
I gul. Tapi saat pengumuman Berita

Acara (BA), nilai saya justru tert-
inggal dari peserta lain, Padahal
saya sempat diberi ucapan selamat
atas capaian tersebut dan saya
merasa di Prank,” ujar MTF.

Ia menegaskan bahwa keke-
cewaannya bukan semata kar-
ena tidak lolos, melainkan karena
| proses yang dianggap tidak fair
dan cenderung tertutup.

“Saya merasa kurang puas bu-
kan karena saya kalah lalu tidak
terima, tapi karena yang awalnya
dinyatakan lolos, tiba-tiba saat
keluar BA menjadi tidak lolos.
Panitia penjaripgan di desa pun
tidak bisa menjelaskan secara rinci
bagaimana sistem penilaiannya.
Tidak lama setelah pengumuman
itu, malah muncul insiden OTT
terkait jual beli jabatan perangkat
desa di Kecamatan Tulangan. Hal
ini makin menguatkan kecurigaan
saya,” jelasnya.

“Saya dan teman-teman awal-
nya yakin proses ini bersih. Tapi
setelah melihat kenyataan adanya
OTT yang sudah dirilis Polresta
Sidoarjo, kami merasa kecewa.
Kami sudah keluar uang untuk
pendaftaran, mengurus berbagai
surat penting, bahkan sampai izin
kerja. Waktu dan tenaga kami pun
terbuang sia-sia,” keluhnya.

MTF pun menyampaikan hara-
pan dan saran atas kejadian ini,
di antaranya Pembatalan dan
pencabutan hasil tes perangkat
desa di 10 desa se-Kecamatan Tu-
langan. Dan Pelaksanaan tes ulang
terhadap seluruh peserta secara
terbuka dan adil.

“Saya berharap ke depan tidak
ada lagi praktik jual beli jabatan.
Proses seleksi harus bersih dari
KKN. Tes ulang sangat penting
agar hasilnya bisa benar-benar

DUTA

- Kecewa, Peserta Seleksi Perangkat
~ diKemantren Minta Tes Ulang

fair dan mengembalikan marwah
yang telah tercoreng akibat ulah
oknum. Ini juga menyangkut ke-
percayaan masyarakat, khususnya
warga Kecamatan Tulangan dan
masyarakat Kabupaten Sidoarjo
secara umum,” pungkasnya.

Senada Febry,mengatakan,saya
kecewa banget. Tes belum selesai,
tapi panitia sudah tahu siapa yang
bakal jadi. Bahkan sempat me-
nyampaikan ucapan selamat pada
salah satu peserta perempuan
yang katanya nilainya tinggi.

Ia juga menambahkan, “Peras-
aan saya waktu itu jengkel. Tes
masih berlangsung, tapi panitia
seolah sudah tahu siapa peme-
nangnya. Saya berharap ada pen-
gulangan tes, karena saya merasa
tidak ada kejujuran dalam seleksi
kali ini,”ungkapnya Febry kepada
Duta Masyarakat (duta.co)Rabu
(16/7/25).

Lebih lanjut, Febry berharap
proses seleksi perangkat desa ke
depan lebih transparan dan adil.

“Semoga ke depan seleksi be-
nar-benar bersih. Jangan sampai
terulang dan muncul istilah-istilah
seperti NPWP, ‘nomor piro wani
piro’,” pungkasnya. #

Kades Kemantren Tegaskan
Tes Perangkat Desa Sudah Sesuai
Prosedur

Sementara itu, Kepala
Desa Kemantren, H, Kus-
wandi, SH,, MM dikonfirmasi
wartawan,menegaskan bahwa se-
luruh proses penjaringan perangkat
desa di wilayahnya sudah dilakukan
sesuai prosedur dan standar dari
BKD Kabupaten Sidoarjo.

“Terima kasih,kami dari Pe-
merintah Desa Kemantren sudah
melaksanakan proses penjaringan
sesuai SOP dan panduan tes dari

LOETFI/DUTA
Beberapa Calon peserta seleksi perangkat Desa yang kecewa saat mengeluhkan ke wartawan

BKD. Jika ada kabar bahwa salah
satu calon katanya lolos karena
mendapat ucapan selamat, itu
terjadi saat masih melihat hasil
sementara dari komputer,” jelas-

-mya.

Menurut Kuswandi, hasil awal
yang terlihat bukan hasil akhir.
Masih ada tes lanjutan terkait
kompetensi pemerintahan desa
yang menjadi bagian dari penila-
ian utama. F

“Tes belum selesai saat itu.
Ucapan selamat yang sempat dis-
ampaikan bukan keputusan resmi.
Setelah semuanya tuntas, panitia
mengumumkan secara resmi hasil
tes dari BKD sesuai urutan nilai
yang sah,” tegasnya.

Ia juga membantah adanya
permainan atau praktik curang.
“OTT yang terjadi sebelumnya
itu terjadi sebelum pelaksanaan
tes. Dan tahun ini, khususnya di
Desa Kemantren, seleksi murni.
Jadi kalau sampai ada permintaan
revisi atau tes ulang, saya kurang
setuju, Kasihan peserta yang su-
dah lolos dengan murni,” ungkap
Kuswandi.

Terkait pelantikan, Kuswandi
menyampaikan akan mengacu
pada hasil akhir dari BKD. “Kita
rekomendasikan yang urutan
pertama ke kecamatan, dan selan-
jutnya diajukan ke Bupati untuk
pelantikan. Kalau ada yang gugur,
otomatis cadangan naik.

Kuswandiberharap ke depan tes
bisa langsung di bawah kendali BKN
agar lebih obyektif“Kalau bisa ke
depan langsung di BKN, agar benar-
benar murni dan tidak mudah
diintervensi. Kepada peserta yang
belum lolos, saya harap legowo.
Masih ada kesempatan di tahun-
tahun mendatang,” pungkas Kepala
Desa Kemantren. @ Loe
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DUTA

" Puskesmas Gedangan

Sosialisasi Pemeriksaan Gratis
ke Perwakilan Sekolah

SIDOARJO - Pemeriksaan
Kesehatan Gratis (PKG) atau
Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi
siswa sekolah akan mulai dilak-
sanakan pada awal tahun ajaran
baru ini. Sebagai langkah awal,
Puskesmas Gedangan mengge-
lar kegiatan sosialisasi program
tersebut,Rabu (16/7/25), bertem-
pat di aula Puskesmas.

Untuk diketahui,CKG adalah
program pemerintah pusat yang
menjadi tanggung jawab pemer-
intah daerah,

untuk itu Plt. Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Sido-

arjo, dr. Lakhsmie Herawati

Yuwantina, M.Kes mengimbau
agar Puskesmas berkolaborasi
dengan lintas sektor dalam hal
ini adalah dinas pendidikan agar
bisa menyelesaikan target PKG
anak sekolah. ;

Kegiatan ini diikuti perwakilan
dari 39 sekolah di wilayah kerja
Puskesmas Gedangan, terdiri dari:
16 SD, 2 SLB, 6 MI, 8 SMP/MTs,
dan 7 SMA/SMK/MAN. .

Plt. Kepala Dinas Keseha-
tan Kabupaten Sidoarjo, dr.
Lakhsmie Herawati Yuwantina,
M.Kes melalui Kepala Puskesmas
Gedangan,dr.B.Irawatyratna
K,MM yang akrab disapa dr.Ira
kepada duta.co Rabu (16/7/25)

mengatakan bahwa pelak-
sanaan PKG membutuhkan
dukungan penuh dari semua
pihak, terutama dari satuan
pendidikan.

«program ini butuh koordi-
nasi dan kolaborasi aktif dari
pihak sekolah. Inilah yang men-
jadi dasar diadakannya kegiatan
sosialisasi hari ini. Harapannya,

R

sama puskesmas dalam men-
jalankan pemeriksaan kesehatan
ini secara menyeluruh bagi
siswa,” ujarnya.

Masih lanjut dr.Ira,PKG adalah
kegiatan skrenning, pastinya jika
adahasil yang perlu ditindak lanjuti
maka melalui sekolah akan kami
sampaikan nama -nama siswa/
siswi yang perlu di rujuk,agar bisa
disampaikan kepada orang tua
murid agarmendapat penanganan
lebih lanjut.

“Harapan kedepan dengan
PKG bisa sedini mungkin kita
menemukan dan pencegahan
penyakit,terutama penyakit tidak
menular pada anak -anak tunas
bangsa sebagai generasi muda
kita bisa tumbuh sehat,kuat
menjadi generasi hebat anak
bangsa,’pungkas dr.Ira. .

Sementara itu,Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
(Dispendikbud) Kabupaten Sido-
arjo, Dr. Ng. Tirto Adi MP, M.Pd
yang hadir sebagai narasumber
menegaskan pentingnya perha-
tian terhadap kesehatan pelajar
sebagai bagian dari program
prioritas nasional.

“Kesehatan siswa adalah
bagian dari Nawacita, dan ini
menjadi tanggung jawab ber-
sama. Maka dari itu, kami harap-
kan sekolah benar-benar siap
bersinergi dengan puskesmas
untuk menyukseskan pelaksan-
aan PKG ini,” terang dr, Tirto,

Sosialisasi ini diawali dengan
pemeriksaan kesehatan gratis
bagi para guru, kemudian di-
lanjutkan dengan pemaparan
materi teknis pelaksanaan PKG
oleh petugas puskesmas kepada

peserta sekolah. @ Loe
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SIDOARJO - Memasuki tahun
ajaran baru, aktivitas antar-jemput
anak ke sekolah kembali menjadi
rutinitas harian bagi para orang tua.
Tak sedikit yang menggunakan
sepeda motor sebagai moda trans-
portasi praktis. Namun, penting
untuk diingat: keselamatan adalah
hal utama, terutama saat membon-
cenganak.

PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM
Honda Jatim), distributor sepeda
motor Honda wilayah Jatim & NTT,
mengajak seluruh orang tua untuk
membudayakan #Cari_Aman saat
berkendara bersama anak. Edukasi
keselamatan ini bukan hanya untuk
pelajar, tetapi juga dimulai dari per-
hatian orang tua saat berkendara.

Berikut tips #Cari_Aman saat
bonceng anak ke sekolah.

1.Helm SNI Wajib untuk Anak
dan Pengendara

Pastikan anak memakai helm
khusus anak berstandar SNI, yang
pas di kepala dan nyaman digu-
nakan.

2.Gunakan Jaket dan Sepatu
Tertutup

Lengkapi anak dengan pakaian
yang aman untuk berkendara, bu-

DUTA

PRAKTIS : Sepeda motor salah satu transportasi praktis buat mengantar anak anak ke sekolah.

kan hanya untuk melindungi dari
cuaca tapi juga risiko cedera.
3.Duduk Menghadap Depan dan
Pegang Erat
Posisi duduk anak harus mengh-
adap ke depan, bukan menyamping

Berlebih
Hindari membawa tas
atau barang tambahan yang

atau berdiri. Ajak anak memeluk
pengendara agar tetap seimbang.
4.Jangan Membawa Barang

DOK/DUTA

mengganggu kestabilan motor atau
posisi anak.

5.Berkendara dengan Halus dan
Waspada

Hindari manuver tajam dan
jaga kecepatan stabil, terutama di

besar
dapat

sekitar area sekolah.

~ Masuk Sekolah? Jangan Lupa #Cari_Aman Saat Bonceng Anak!

Momen Istimewa: Hari Anak
Nasional

Peringatan Hari Anak Nasional
yang jatuh setiap 23 Juli menjadi
pengingat bahwa anak-anak ber-
hak mendapatkan perlindungan
dan keselamatan, termasuk saat
berkendara. Dengan membonceng
secaraaman dan nyaman, orang tua
telah memberikan contoh positif
dan menjaga hak dasar anak: hak
untuk merasa aman di mana pun
mereka berada.

“Keselamatan anak bukan hanya
tanggung jawab sekolah, tapi dimu-
lai dari rumah - termasuk saat orang
tua mengantar mereka dengan
sepeda motor. #Cari_Aman saat
bonceng anak adalah bentuk kasih
sayang nyata,” ujar Suhari, Market-
ing Communication & Development
Division Head MPM Honda Jatim.

MPM Honda Jatim secara aktif
menggelar program edukasi kes-
elamatan ke sekolah dan komunitas
melalui kegiatan Safety Riding Goes
to School dan pelatihan menggu-
nakan Honda Riding Trainer (HRT)
yang juga bisa dimanfaatkan oleh
siswa dan orang tua. ® Imm
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Pengendara motor yang terjaring r
Patuh Semeru di Sidoarjo.

Banyak Pemotor Terjaring
Operasi Patuh Semeru

Sidoarjo - HARTIAN BANGSA :

Meski sudah sering diimbau dan diberi edukasi, masih
banyak pengendara motor di Sidoarjo yang nekat melang-
gar aturan lalu lintas. Buktinya, puluhan pemotor terjaring
razia dalam Operasi Patuh Semeru 2025 yang digelar di
Bundaran Taman Pinang Indah (TPI) dan sejumlah titik
lain di wilayah Sidoarjo, Rabu (16/7/2025) pagi.

Razia ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan
yang dilakukan Satlantas Polresta Sidoarjo selama pelaksa-
naan Operasi Patuh Semeru 2025. Penindakan difokuskan
pada pelanggaran kasat mata yang tidak terjangkau oleh
sistem tilang elektronik atau ETLE.

“Kami berhasil menilang sekitar ratusan kendaraan
pada hari ketiga ini. Kami harap masyarakat sadar akan
pentingnya keselamatan berlalu lintas,” ujar Kanit Tur-
jawali Satlantas Polresta Sidoarjo, AKP Ali Rifgi Mubarok,
saat di lokasi razia, Rabu (16/7/2025).

Ali menjelaskan, pelanggaran yang dominan ditemukan
adalah pengendara sepeda motor yang tidak memakai
helm, berboncengan lebih dari satu orang, kendaraan
tanpa spion, menggunakan knalpot brong, hingga motor
tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

“pengendara motor memang masih mendominasi sebagai
pelanggar. Karena itu kami optimalkan penindakan kasat
mata yang tidak bisa ditindak melalui ETLE,” kata Ali.

Iamenambahkan, sejak hari pertama hingga hari ketiga
Operasi Patuh Semeru 2025, sudah ada ratusan pelanggar
yang ditindak. Operasi ini menyasar pelanggaran lalu
lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan pen-
gendara maupun pengguna jalan lainnya.

“Hari ketiga Operasi Patuh Semeru ini masih banyak
terutama pengendara sepeda yang masih bandel tidak
menggunakan helm, dan berboncengan tiga. Mereka kami
berikan sanksi tilang,” imbuh Ali

Sementara itu, beberapa pengendara mengaku tidak
mengetahui adanya operasi. Huda (31), salah satu pen-
gendara yang terjaring razia, mengatakan dirinya baru
pertama kali melewati bundaran TPI dan tidak mengeta-
hui ada razia. “Saya tidak tahu ada razia di sini. Biasanya
saya lewat jalan lain,” ujar Huda. (md/rus)

azia Operasi

HARIAN

BANGSA

— Kornn Warge Talim ——
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Polisi mengedukasi tertib lalin dan bijak bermedsos
di SMPN 1 Sukodono.

Polisi Sidoarjo Edukasi
Siswa Bijak Bermedsos

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),
Kapolsek Sukodono Polresta Sidoarjo AKP Saadun mem-
berikan penyuluhan penting kepada para pelajar baru
SMPN 1 Sukodono, Rabu 16 Juli 2025. ‘

Kegiatan ini difokuskan pada edukasi tentang tertib
berlalulintas serta bijak dalam menggunakan media sosial.

AKP Saadun menekankan pentingnya kedisiplinan sejak
usia dini dalam berlalulintas. )

Ia mengingatkan para pelajar agar tidak mengenda-
rai sepeda motor ke sekolah jika belum memiliki
SIM, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas demi
keselamatan bersama.

“Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama.
Adik-adik harus tahu bahwa berkendara tanpa SIM itu
melanggar hukum dan sangat berbahaya, baik bagi diri
sendiri maupun orang lain,” ujar AKP Saadun.

Selain itu, AKP Saadun juga mengajak para pelajar un-
tuk bijak dalam bermedia sosial. Ia mengingatkan agar
tidak mudah menyebarkan informasi yang belum pasti
kebenarannya (hoaks), tidak melakukan perundungan
(bullying) daring, serta menjaga etika dalam berinteraksi
di dunia maya.

“Media sosial bisa menjadi ruang yang positif kalau
digunakan dengan bijak. Jangan sampai kalian men-
jadi korban atau pelaku dari penyalahgunaan media
sosial,” pesannya. ¢

Kapolsek Sukodono herharap edukasi ini dapat mem-
hentuk karakter pelajar yang disiplin, sadar hukum, serta
cerdas digital sejak dini. Ia juga mengajak pihak sekolah
dan orang tua untuk bersama-sama mengawasi dan mem-
bimbing anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa dan guru,
serta menjadi bagian dari upayaPolsek Sukodono dalam
mendukung pembinaan generasi muda yang beriptegritas
dan berwawasan hukum. (md/rus)

HARIAN

BANGSA

— Kornn Warge Talim ——
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DITINDAK: Petugas Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar Operasi Patuh Semeru 2025 di Bundaran Taman Pinang Indah, Sidoarjo.

Hari Kedua Operasi Patuh Semeru,
Puluhan Motor Ditilang di Bundaran TPI

Sidoarjo, AKP Ali Rifqi Mubarok mene-
gaskan, Operasi Patuh Semeru digelar
untuk meningkatkan kedisiplinan dan
kesadaran pengendara dalam berlalu lin-
tas. Ia menyebutkan, penindakan dilaku-
kan secara humanis, namun tetap tegas.
"Pada Operasi Patuh ini kita melaksana-

kan giat represif sebesar 50 persen. Pen-

indakan kita laksanakan dengan ETLE
statis, ETLE mobile, dan tilang manual,”
ujarnya ke Radar Sidoarjo, Rabu (16/7).

Puluhan pengendara motor yang masih  masih ada yang nekat menerobos hada-
melanggar diberhentikan petugas ngan I’Sffgggﬂi'e;‘:ﬁbﬁsigigkan
Satlar_lt_as Polresta Sidoarjo untuk %0 udinn i, Kenade ETeg:
ditilang. Kegiatan ini dalam f\ aiii bisat paata, Tastinya,

" rangka Operasi Patuh Semeru : sebanyak 50 kendaraan di-
2025 yang digelar di Bundaran ¢ \// tilang, mayoritas pelanggar
Taman Pinang Indah (TPI) ~\~—~ oy %e;gj;;dga;:aflog;adug‘;n
Sidoarjo, Selasa (1 5/7) sore. beragam, mulai dari tak memakai
helm, berboncengan lebilr dari dua

Diky Putra Sansiri, Wartawan Radar Sidoarjo

PULUHAN pengendara motor ditindak
tegas karena melanggar aturan. Ironisnya,

fj"j RADAR

orang, tak menggunakan spion, hingga
pelat nomor kendaraan yang sudah mati.
Kanit Turjawali Satlantas Polresta

Tak hanya itu, pihaknya juga menerap-
kan sistem hunting, yakni petugas

© Ke Halaman 10
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TANGGULANGIN-
Sejumlah sekolah negeri
di wilayah Tanggulangin
mengalami krisis siswa
baru. Kondisi tersebut
terjadi lantaran sekolah
kerap terdampak banjir
saat musim hujan. :

Salah satunya terjadi di
SDN Banjarasri. Tahun
ajaran 2025 ini, sekolah
tersebut hanya menerima
delapan siswa baru.

lah bisa menampung hing-
ga 24 siswa. Jumlah itu

kan tahun lalu yang masih
mencapai sepuluh siswa.

Sulis Indawati mengata-
kan, banjir menjadi penye-
bab utama sekolah diting-
galkan calon murid. Men-
urutnya, genangan air ke-
rap masuk ruang kelas

Padahal, idealnya seko-

jauh menurun dibanding-

Kepala SDN Banjarasri

Sering Terdampak Banijir,
SON Banjarasri Sepi Peminat

saat hujan deras turun.
"Ya mau bagaimana
lagi, mungkin karena kon-
disi sekolah kita kerap ke-
banjiran tiap musim hu-
jan,” ucapnya; Rabu (16/7).
Jika banjir parah, siswa
terpaksa belajar dari ru-
mah. Hal itu membuat ba-
nyak wali murid memilih
sekolah lain yang lebih
aman dari banjir.
“Banyak dari orang tua

siswa yang lebih memilih

mendaftarkan anaknya ke
sekolah swasta yang me-
mang tidak terkena ban-
jir,” ujarmya.

Meskipun fasilitasnya
terbatas, sekolah swasta

~dianggap lebih layak ka-

rena tidak tergenang ban-
jir. Sehingga para siswa
tidak akan terganggu oleh
masalah tahunan itu.

@ Ke Halaman 10
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MOMEN: Siswa SDN Banjarasri Tanggulangin harus rela masuk
dengan kondisi sekolah banjir. : A

% RADAR

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KOTA-Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo me-
lalui Dinas Kepemuda-
an, Olahraga, dan Pari-
wisata (Disporapar) te-
ngah menyusun doku-
men Rencana Induk Pe-
ngembangan Kepariwi-
sataan Daerah (RIPAR-
DA) untuk periode
2025-2045. Dokumen
ini disiapkan sebagai

pedoman strategis jang--

ka panjang guna mewu-
judkan pembangunan
sektor pariwisata yang
terarah, komprehensif,
dan berkelanjutan.
Paparan awal RIPAR-
DA disampaikan dalam
rapat koordinasi lintas
sektor yang digelar pada
Senin (14/7) di Ruang
Rapat Delta Wicaksana,
Sekretariat Daerah Ka-
bupaten Sidoarjo. Kegia-

% RADAR

tan ini dihadiri oleh Se-
kretaris Daerah, Ketua
DPRD, Ketua Komisi D,
perwakilan perangkat
daerah, serta kalangan
akademisi.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Sidoarjo,
Fenny Apridawati, dalam
arahannya menekankan
bahwa pengembangan
pariwisata daerah harus

angan ial in

IST

KOORDINASI: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (tengah) dalam rapat koordinasi lintas sektor.

tidak hanya mengikuti
tren global, tetapi juga
menggali dan mengopti-
malkan potensi lokal.
“Integrasi lintas sektor
untuk memperkuat po-

gga 2045

tensi wisata edukasi, bu-
daya, dan kesehatan juga
sangat penting,” ujarnya.

Kepala Bidang Pariwi-
sata Disporapar Sidoarjo,
Vira Murti Krida Laksmi,
menjelaskan bahwa pen-
yusunan RIPARDA ini di-
selaraskan dengan Ren-
cana Pembangunan Jang-
ka Menengah Daerah (RP-
JMD) dan mencakup bera-
gam tema pengembangan,
mulai dari wisata urban,
religi, industri, hingga
ekonomi kreatif.

“Strategi yang diterap-
kan juga mengadopsi
praktik terbaik dari
daerah lain, seperti Ban-
yuwangi, yang berhasil
menyinergikan seluruh
perangkat daerah dalam
satu visi kepariwisa-
taan,” ucapnya.

® Ke Halaman 10
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Ribuan Warga Menerima BSU,
Total Rp 111 Miliar

KOTA-Sebanyak 145
ribu lebih warga Sidoarjo
akan menerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) dari
pemerintah. Penyaluran
dilakukan melalui Kan-
tor Pos Sidoarjo dan tran-
sfer ke rekening bank
milik negara.

Sekretaris Daerah
(Sekda) Sidoarjo, Fenny
Apridawati mengatakan,
BSU diberikan kepada
warga yang memiliki
upah di bawah Rp 3,5

SN €3 RADAR

juta. Bantuan yang dite-
rima’ masing-masing se-
besar Rp 600 ribu.
Penyerahan simbolis
dilakukan kepada kader
kesehatan Posyandu.
Total anggaran yang
disiapkan mencapai Rp
111 milliar. “Secara sim-
bolis, kami serahkan hari
ini (Rabu) kepada kader
kesehatan Posyandu,”
ucapnya Rabu, (16/7).
Fenny menjelaskan,
pencairan BSU dilakukan

dengan dua mekanisme.
Sebagian penerima akan
menerima melalui bank
negara, sisanya dicairkan
melalui Kantor Pos.
Untuk penyaluran le-
wat Kantor Pos, jumlah
penerima mencapai 77.
988 orang. Dana yang di-
salurkan melalui meka-
nisme ini mencapai Rp
46,7 miliar. "Sementara
untuk sisanya. akan dit-
ransfer langsung
® Ke Halaman 10

g IST
BANTUAN: Warga Sidoarjo saat mengambil BSU dari pemerintah
di Kantor Pos.
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KOTA-Deltras Sidoarjo
U-17 memenangi laga
penentuan melawan Per-
sida U-17 dalam lanjutan
Grup J Piala Soeratin
U-17 Kapal Api Asprov
PSSI Jatim 2025. Bermain
di Stadion Jenggolo, Se-

lasa (15/7), The Young

Lobster unggul tipis 1-0.
Gol tunggal kemena-
ngan dicetak Muhammad
Andika Putra Pratama
lewat sundulan di menit
ke-69. Dia menyambut
umpan tarik dari Agqil
Agustian Pratama yang
menyisir sisi kanan.
Dukungan penuh su-
porter menjadi suntikan
semangat bagi skuad asu-
han Rendi Irwan. Mereka
akhirnya finis sebagai
juara grup dengan tore-
" han sembilan poin dari
empat laga.
Kemenangan tersebut
membawa Deltras U-17
lolos ke babak 32 Besar
bersama Akor FC Jombang
U-17. Akor FC menang 3-1
atas Arek Simo Putra U-17
di laga terakhir grup.
Akor FC juga mengoleksi
sembilan poin, namun ka-
lah head to head dari Del-

f} RADAR

LOLOS: Pemain Deltras Sidoarjo U-17 saat merayakan kemenangan.

tras. Sebelumnya, mereka
takluk 0-1 saat jumpa Del-
tras di laga kedua.
Persida U-17 yang ha-
nya butuh hasil imbang
justru tampil antiklimaks.
Padahal di dua laga awal,

mereka selalu menang-

telak 4-0 atas Arek Simo
Putra U-17 dan Suryanaga

Connection U-17.

Dengan hasil ini, Del-
tras dan Akor FC melaju
ke fase gugur. Sementara
Persida, Arek Simo Putra
dan Suryanaga Connec-
tion harus tersingkir.

Grup J sendiri dihuni
lima tim dalam format
penyisihan yang mema-

IST

kai sistem setengah kom-
petisi. s

Piala Soeratin U-17
Jatim 2025 diikuti 70 tim
dari berbagai daerah.
Juara dan runner up grup
melaju ke babak 32 Besar,
yang akan berlangsung
dengan sistem gugur
hingga final. (sai/vga)
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;gmia:a;a:xg melanggar

erutama lawan arus, tidak pakai
Im pengendara di bawah umur.
ntuk pelanggar, kita tindak tilang
manual” tambahnya.

AKP AL menyampaikan, pelangga-
ditemukan mayoritas sangat
wakan dan berpotensi men-

kecelakaan. Oleh karena
pihaknya mengimbau masyarakat
zgar tidak perlu takut saat ada operasi,
nzmun tetzp patuh aturan.

2D

”Kami tetap melaksanakan secara
humanis. Kalau ada kegiatan kita,
masyarakat tidak usah takut. Kalau
memang melanggar; kita tindak
dengan tilang, nanti tinggal membay-
ar denda di Kejaksaan. Tidak usah
takut dengan polisi,” ucapnya.
Menurutnya, kedisiplinan dalam ber-
kendara harus dibangun bersama, tidak
hanya saat dilaksanakan operasi, namun
juga dalam kehidupan sehari-hari.
 ”"Operasi Patuh Semeru ini tujuan-

nya untuk mendisiplinkan masyara-
; ]7t Kecelakaan itu berawal dari
Ay

pelanggaran, jadi patuhilah aturan
lalu lintas,” imbuhnya.

Adapun delapan sasaran prioritas
dalam Operasi Patuh Semeru 2025.
vaitu, pengendara berboncengan le-
bih dari satu orang, pengemudi yang
melebihi batas kecepatan. pengen-
dara kendaraan bermotor di bawah
umur, pengendara sepeda motor
yang tidak menggunakan helm stan-
dar (SNI), pengemudi mobil yang ti-
dak menggunakan sabuk pengaman.
penggunaan ponsel saat berkendara,
pengemudi dalam pengaruh alcohol

dan berkendara melawan arus.

Salah satu pengendara yang dihenti-
kan, Dzaky, kedapatan tidak mempu-
nyai SIM. Saat dihentikan, ia masih
mengenakan seragam sekolah.

"Saya tidak punya SIM karena
belum mengurus. Ini habis pulangles,
bawa motor sendiri karena tidak ada
yang ngantar,” ujarnya.

Pengendara lain, Huda, ditilang ka-
rena pelat nomor kendaraannya sudah
mati. Ia pun mengakui kesalahannya
dan menerima sanksi dari petugas
dengan lapang dada. (dik/vga)
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\Susun Panduan Pengembangan...

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo,
Abdillah Nasih, menegaskan bahwa

panduan kerja nyata, bukan sekadar
dokumen administratif.

Ia mendorong seluruh pihak agar
berkomitmen mengembangkan pari-
wisata berbasis potensi lokal dan tidak
sekadar menirn model dari daerah lain

3 RADAR

A

dokumen RIPARDA harus menjadi.

yang belum tentu sesuai dengan ka-
rakter Sidoarjo.

Sementara itu, Ketua Komisi D
DPRD Sidoarjo, Moch. Dhamroni
Chudlori, menyoroti pentingnya peng-
uatan promosi dan percepatan reali-
sasi program pariwisata di lapangan.

Ta juga menekankan perlunya duku-
ngan terhadap infrastruktur, pening-
katan kapasitas sumber daya manusia,
serta sinergi kelembagaan dalam

implementasi kebijakan pariwisata.

Melalui penyusunan RIPARDA ini,
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ber-
harap dapat memiliki pedoman yang
visioner dan aplikatif dalam peng-
embangan sektor pariwisata.

Dengan demikian, Sidoarjo diharap-
kan mampu tumbuh menjadi destinasi
unggulan yang berdaya saing tinggi,
inklusif, dan berkelanjutan hingga
tahun 2045. (sai/vga)
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‘Bihuan Warga Menerima...

ke rekening penerima, proses pen-
cairan dilakukan secara bertahap,”
jelasnya. .

Penjadwalan dilakukan agar proses

ﬁ"j RADAR

berjalan tertib dan tidak menimbul-
kan kerumunan: Pemerintah ingin
memastikan penyaluran berlangsung
aman dan lancar.

Fenny berharap bantuan tersebut
bisa digunakan secara bijak. Terutama

untuk mendukung ketahanan ekonomi
dan kebutuhan pokok keluarga.
“Jangan untuk konsumsi yang tidak
penting, saya ingin dana itu bisa di-
manfaatkan untuk usaha agar tetap
berputar,” pungkasnya. (sai/vga)
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Sering Terdampak Banjir,...

Pihaknya sudah berupaya melaku-
kan pendekatan ke warga sekitar.
Bahkan, sempat menawarkan hadiah
bagi pendaftar baru.

Namun, usaha tersebut tak mampu
menandingi kekhawatiran orang tua
soal banjir. Mereka lebih memilih
menghindari risiko itu,

Saat ini, pemerintah dikabarkan akan
melakukan penanganan di area sckolah.,
Salah satunya dengan meninggikan
akses jalan dan linglkungan sekolah.

RADAR

o

Meski begitu, rencana itu masih be-
lum jelas kapan akan direalisasikan.
“Informasinya mau ditinggikan oleh
pemerintah, namun kapan pelaksa-
nannya saya belum tahu,” katanya.

Hingga kini, proses belajar tetap
berlangsung meski jumlah siswa sedi-
kit. Guru tetap berkomitmen mem-
berikan pelayanan maksimal kepada
siswa yang ada.

"Delapan itu bukan angka kecil, me-
lainkan amanah besar untuk tetap
bertahan di tengah genangan hara-
pan,” pungkasnya. (sai/vga)
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H okl

Ketua KONI Sidoarjo beberkan torehan prestasi atlet ketika
berkunjung ke Unitomo.

Atlet Berprestasi Dapat
Beasiswa dari KONI

Sidoarjo, Memorandum

KONI Sidoarjo berencana memberikan beasiswa un-
tuk atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah
di kancah regional, nasional maupun internasional,

Untuk merealisasikan rencana pemberian beasiswa
itu, pengurus KONI Sidoarjo berkunjung ke Universitas
Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. Kunjungan itu bertu-
juan untuk melakukan penjajakan kerja sama beasiswa.

Dipimpin Ketua Umum KONI Sidoarjo Imam Mulkri
Affandi, rombongan disambut Rektor Unitomo Prof Dr
Siti Marwiyah didampingi Wakil Rektor 1, 2 dan 3 di Ruang
Proklamasi Unitomo, Selasa (15/7). Imam Mukri Affandi
mengatakan, rencana pemberian beasiswa jadi bentuk
penghargaan kepada atlet. “Selain itu untuk menjaga moti-
vasi atlet Sidoarjo agar terus berprestasi,” katanya.

" Ta berharap langkah seperti ini dapat juga menjadi
semangat atlet untuk meningkatkan prestasi olahraga.
“Ini menjadi salah satu langkah inovatif dan visioner dari
KONI Sidoarjo karena kami melihat prestasi olahraga
yang berhasil ditunjukkan atlet Sidoarjo pasti ada ma-
sanya,” ujarnya.

Imam Mukri mengatakan dukungan finansial lewat
pemberian beasiswa sangatlah penting bagi masa de-
pan atlet. Mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa
terbebani biaya, Oleh karenanya KONI Sidoarjo akan
berupaya mewujudkan akses pendidikan dengan biaya
yang ringan kepada mereka.

“Bidang data KONI Sidoarjo akan kami perintah-
kan untuk segera menginvetarisir data-data atlet yang
berprestasi selama ini. Termasuk saat mengikuti Porprov
Jatim IX 2025 kemarin,” ujarnya.

Rektor Unitomo Surabaya Prof Dr Siti Marwiyah
menyambut baik langkah ini. “Ini langkah yang sangat
bagus, semoga rencana ini akan segera direalisasikan
bersama. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi para
atlet,” katanya. (sud/san/epe) '
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POJOK DAERAH

Susun Strateg| Porprov Jatim 2027,
KONI Sidoarjo Undang Monev dan Cabor

Sidoarjo, Bhirawa

KONI Sidoarjo akan mengundang Tim Monev Pemenangan
Porprov IX Jatim 2025. Upaya ini dilakukan untuk evaluasi agar
bisa meraih prestrasi di Porprov Jatim X 2027 yang rencananya
digelar di Surabaya. "Ini sebagai tindak lanjut setelah KONI Sidoar-
jomelakukan hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo,"” komen-
tar Ketua Umum KONI Sidoarjo, Imam Mukri Affandi, Senin (14/7)
kemarin. KONI Sidoarjo, kata Imam, juga akan secepatnya men-
gundang para Ketua Pengkab cabor di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil catatan tim Monev maupun masukan dari para Pengk-
ab Cabor di Sidoarjo, kata Imam, nantinya akan dipakai se-
bagai bahan evaluasi, bagi KONI Sidoarjo untuk membuat
langkah lebih baik dan menyusun strategi, dalam menghada-
pi Porprov Jatim X tahun 2027 di Kota Surabaya.

Imam Mukri tetap memberi semangat kepada para atlet, pelatih
dan official cabor di Kabupaten Sidoarjo, meski gagal menjadt
runner up, karena masih ada kesempatan memperbaiki prestasi
pada Porprov X tahun 2027 di Kota Surabaya:. "Tetap semangat
dan saya tetap bangga dan mengapresiasi yang setinggi tinggin-
ya kepada atlet pelatih official wali atlet pengurus pengkab cabor
yang telah berjuang sangat luar biasa," kata Imam. [kus.wwn]

Bhirawa
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KUNJUNGAN KERJA: Kepala BNNK Sidoarjo, Kombes, Pol éatot Soegeng Soesanto, S.H., melakukan khnjungan
kerja ke Yayasan Pondok Pesantren (YPP) Al Kholigi, yang dikenal sebagai pusat rehabilitasi pecandu narkoba di Desa
Kedungrejo, Waru, Sidoarjo, Selasa (15/7). % '

Kepala BNNK Tinjau Rehabilitasi Al Kholigi,
 Sinergi Kuat Pulihkan Korban Narkoba

SIDOARJO (BM) - Dalam
langkah memperkuat sinergi
penanganan penyalahgunaan
narkoba, Kepala Badan Narko-
tika Nasional Kabupaten (BNNK)
Sidoarjo, Kombes Pol Gatot Soe-
geng Soesanto, S.H., melakukan
kunjungan kerja ke Yayasan Pon-
dok Pesantren (YPP) Al Kholiqi,
yang dikenal sebagai pusat re-
habilitasi pecandu narkoba di
Desa Kedungrejo, Waru, Sidoarjo,
Selasa (15/7).

Turut mendampingi, Konselor
Adiktif Ahli Muda Ahmad Muk-
clis dan tim dari BNNK Sidoarjo
meninjau langsung fasilitas fisik,
ruang konseling, hingga catatan
medis para klien. Kunjungan ini
bertujuan memastikan proses re-
habilitasi berjalan sesuai standar
yang ditetapkan BNN. “Kami
ingin memastikan bahwa reha-
bilitasi yang dilakukan mitra kamni
memenuhi standar, baik dari sisi
fasilitas maupun kualitas tenaga
pendamping,” ujar Kombes Pol

Berita ’f" WMetro

Gatot.

Ia menekankan bahwa reha-
bilitasi tak sekadar menyembuh-
kan fisik, namun juga memban-
gun kembali mental dan spiritual
parakorban. Ketersediaan konse-
lor, tenaga medis, dan lingkungan
yang mendukung sangat ber-
peran dalam proses pemulihan.

Apresiasi pun diberikan ke-
pada pihak yayasan atas dedikasi
mereka. “Kamimelihat komitmen

-yang kuat dari YPP Al Kholiqi

dalam mendukung program
pemerintah. Ini bukti bahwa
kolaborasi bisa menjadikekuatan
besar dalam memerangi narko-
ba,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kombes Pol Ga-
tot mengingatkan bahwa anca-
man narkoba di wilayah Sidoarjo
masih tinggi, sehingga kewasp-
adaan dan peran aktif semua ele-
men masyarakat menjadi sangat
penting. “Tidak ada wilayah yang
benar-benar steril dari ancaman
narkoba. Maka dari itu, gerg'kan

bersama adalah kunci,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat
untuk mendukung gerakan
Sidoarjo Bersinar (Bersih Narko-
ba) sebagai wujud komitmen
bersama dalam menciptakan
lingkungan yang sehat dan aman.
Sementara itu, pimpinan YPP -
AlKholigi, H. Abdul Kholig, meny-
ambut baik kunjungan BNNK dan
mengaku terharu atas perhatian
yang diberikan. la menegaskan
bahwayayasan yang dipimpinnya
menjalankan misi kemanusiaan
dan keagamaan dalam proses
rehabilitasi. “Ini bukan sekadar
program, tapi bentuk ibadah
dan pengabdian sosial. Kami
berkomitmen mendampingi para
klien dengan hati,” tegasnya.
Dengan kunjungan ini, di-
harapkan kemitraan antara
BNNK Sidoarjo dan YPP Al
Kholiqi terus berkembang, serta
memperkuat semangat kolek-
tif dalam menghadapi perang
melawan narkoba. (udi)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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' Cegah DBD, NasDem Gelar Fogging
dan Bagikan Sembako di Krian

~ SIDOARJO (BM) - Dalam upaya kesehatan ditengah masyarakat. ‘Ada  nambahkan jika bahwa kegiatan ini
. mencegah penyebaran penyakit De- laporan dari warga terkait adanya merupakan bentuk tanggung jawab
mam Berdarah Dengue (DBD), De-  warga yangsakit DBD, langsungkami . sosial partai terhadap isu kesehatan
wan Pimpinan Daerah (DPD) Partai  (Nasdem Muda, red) bersama jajaran ~ masyarakat.
NasDem Sidoarjo bersama NasDem Pengurus DPD Nasdem Sidoarjo “Kami menyadari bahwa penye-
Mudamenggelar aksisosialberupape-  langsung melakukan penyemprotan  baran DBD kerap meningkat di musim
nyemprotan (fogging) dan pembagian ~ Fogging di Desa Sidorejo, Kecamatan  hujan dan pancaroba. Karena itu, fog-
paket sembako di Kecamatan Krian, Krian ini,” Katanya. ging menjadilangkah awal pencegahan
Kabupaten Sidoarjo, Selasa (15/7). “Selain itu kami juga gelar baksos  yang penting. Namun lebih dari itu,
Kegiatan ini difokuskandisejumlah  dengan membagikan paket sembako  kamijuga mengajak masyarakat untuk
titikrawan, salah satunya Desa Sidorejo,  kepada warga yang membutuhkan,”  menerapkan pola hidup bersih dan se-
yang diketahui memiliki potensi tinggi ~ sambung Dedik, Selasa (15/7/2025). . hatmelaluigerakan3M Plus: menguras,

dalam penyebaran nyamuk Aedes Menurut Dedik, fogging dilakukan ~ menutup, dan mendaur ulang baran
aegypti, vektor penyebab DBD.Kehad-  secara bertahap di RT dan RW yang  bekas,” terang Tania. -
iran kader NasDem di lokasi disambut  telah dipetakan sebagai kawasan en- Direktur PT Termida, perusahaan

hangat oleh masyarakat yang merasa  demis. “Kami juga mengajak warga - yang bergerak di bidang pengendalian
terbantu atas langkah cepat dankonk-  untuk bergotong-royonguntukmem-.  hama ini menambahkan jika selain
ret tersebut. : bersihkan lingkungan sekitar, menutup - fogging, Partai NasDem dan NasDem
Ketua NasDem Muda Sidoarjo, tempat penampungan air, dan mem-  Muda Sidoarjo jugamembagikan pulu-
Tri Dedik Rahmawan, menjelaskan  buangbarangbekasyangbisamenjadi han paket sembakokepada warga Desa
bahwa kegiatan fogging ini merupa-  sarang jentik nyamuk,” ungkapnya. Sidorejo yang membutuhkan. “Kami
kan bagian dari komitmen NasDem Sementara itu, Wakil Ketua DPD  juga membagi Paket sembako bagi
- dalam merespons langsungpersoalan  Partai NasDem Sidoarjo, Tania me- ~ wargayang membutuhkan. Parta Nas-
: - Dem akan selalu hadir dimasyarakat

yang membutuhkan,” ujarnya.

Ke depan, DPD NasDem Sidoarjo
berencana memperluas kegiatan
serupa di kecamatan-kecamatan lain
yang memiliki tingkat kerentanan tinggi
terhadap penyebaran DBD.

“Kami bersama Nasdem Muda
akan terus mensosialisasikan dan
Edukasi langsung kepada masyarakat
tentang pola hidup sehat juga akan di-
gencarkan di tingkat RT dan RW diKota
Delta. Kami ingin terus hadir dengan
program-program yang bermanfaat
bagi masyarakat,” pungkas Tania.

Salah satu warga setempat, Paito,
menyampaikan apresiasinya atas
inisiatif sosial tersebut. Ia mengatakan
bahwa wilayahnya memangcukup ser-
ing mengalamikasus DBD saat musim
pancaroba.

“Ada beberapa warga yang sudah
terjangkit DBD tahun ini. Dengan
adanya fogging dari NasDem, kami
merasa terbantu. Apalagi masih

. 7 ditambah be an sembs ini
. AKSI SOSIAL: Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sidoarjo at p‘“{‘“{(}“ bu‘}b'ﬂm‘ m,‘,
bersama NasDem Muda menggelar aksi sosial berupa penyemprotan (fogging) dan pem-  $aNgat METINgankan beban warga,
bagian paket sembako di Kecamatan Krian Sidoarjo. pungkasnya. (udi)

Bcril:-‘t? Metro

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo Bahas Pertanggungjawaban
APBD 2024, Mayoritas Fraksi Tolak Pengesahan Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar
rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA)
fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu
(16/07/2025). Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo dan
dihadiri oleh 47 anggota dewan, memenuhi syarat kuorum sesuai
Peraturan Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2016 yang telah diperbarui
pada 2024.

L

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Agenda yang menjadi bagian penting dalam siklus penganggaran daerah
ini berlangsung dinamis dan penuh perdebatan tajam. Dari tujuh fraksi
yang menyampaikan pendapat, hanya satu fraksi yang menyatakan
persetujuan penuh terhadap Raperda untuk ditetapkan sebagai
Peraturan Daerah (Perda), sementara lima fraksi menolak dan satu fraksi
mengalami perpecahan internal.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi satu-satunya fraksi yang
mendukung penuh pengesahan Raperda. Ketua Fraksi PKB, Dhamroni
Chudlori, menyebut Tahun Anggaran 2024 sebagai "tahun emas” bagi
kepemimpinan Bupati Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Bupati H. Subandi.

“Fraksi kami menerima dan menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan
menjadi Perda. Ini adalah tahun emas bagi kepemimpinan Bupati dan
Wakil Bupati,” tegas Dhamroni dalam penyampaian pendapat akhir.

Namun, dukungan PKB tersebut tidak diikuti oleh mayoritas fraksi
lainnya. Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Tarkit Erdianto,
mengkritik tajam peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)
yang mencapai lebih dari Rp600 miliar, naik 10 persen dibandingkan
tahun sebelumnya.

“Silpa tahun ini meningkat 10 persen dibanding tahun sebelumnya yang
berada di angka Rp513 miliar,” ujar Tarkit.

Nada penolakan yang sama datang dari Fraksi Partai Gerindra. Anang
Siswandako, juru bicara fraksi, menyoroti ketidaksesuaian berbagai
program dengan RPJMD 2021-2026 serta menyebut adanya indikasi
manipulasi dalam target pendapatan dan belanja daerah.

“Ada indikasi permainan dalam target pendapatan, belanja, hingga
piutang pajak yang tidak realistis. Program Kurma, persoalan banjir, dan
jalan rusak juga belum menunjukkan hasil nyata,” katanya.
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Fraksi Golkar melalui Adil Kananta juga menyatakan kekecewaannya
terhadap lambannya penanganan infrastruktur.

“Di lapangan, jalan rusak dan banjir masih menjadi pemandangan
umum,” singkat Adil.

Senada dengan itu, Fraksi PAN melalui Roky Wardoyo menyoroti masih
banyaknya sekolah yang rusak meskipun serapan anggaran tergolong

tinggi.

Fraksi gabungan PKS-PPP pun menyatakan penolakan. Afdal

Muhammad Ikhsan menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD dinilai
tidak optimal dan banyak program tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Fraksi Demokrat-NasDem mengalami perpecahan
pandangan. Demokrat menyatakan menerima pertanggungjawaban
APBD, sementara NasDem melalui juru bicaranya Aditya Nindyawan
menyampaikan penolakan.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, dalam penutupan rapat
menegaskan bahwa pelaksanaan paripurna telah sah secara hukum
dengan jumlah kehadiran yang memenuhi kuorum.

“Kami minta agar penyampaian Pendapat Akhir fraksi disesuaikan
dengan perolehan kursi masing-masing secara berurutan,” ujarnya.

Hasil akhir dari rapat paripurna ini akan menjadi landasan bagi
keputusan berikutnya terkait pengesahan Raperda menjadi Perda, yang
diperkirakan akan kembali menjadi sorotan dalam agenda DPRD
mendatang. (Gus)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Ini Alasan Lima Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo menolak Raperda
APBD Tahun 2024

SIDOAR]O, SOROTMATA.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama
Gedung DPRD pada Selasa (16/7/2025). Rapat ini dihadiri oleh Bupati Sidoarjo,
jajaran Forkopimda, rapat tersebut diikuti sebanyak 47 anggota DPRD Sidoarjo.
Berdasarkan absen yang diterima sekretariat.

Ada lima fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo menclak Raperda Pertangungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Setiap fraksi menolak melalui juru bicaranya dalam bentuk Pandangan Akhir
{PAK) Fraksi-Fraksi DPRD Sidoarjo terhadap Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2024,

Penolakan dari Fraksi PKB, Juru bicara Fraksi PKB, M Dhamroni Chudlori yang
juga tercatat sebagai Ketua Fraksi PKB menyatakan menerima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang disahkan menjadi
Perda itu. Penerimaan itu dengan dasar dan alasan PKB merupakan satu-
satunya partai pengusung dan pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati
Sidoario periode 2021 - 2024.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



“Menurutnya banyak program yang dilaksankan sesuai dengan target sekaligus
sesuai visi dan misi, maka sebagai partai pengusung, Fraksi PKB menerima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024," ujar M Dhamron.

Sedangkan dari Fraksi PDI Perjuangan. Untuk PA Fraksi PDI Perjuangan
dibacakan langsung Tarkit Erdianto yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua
Fraksi PDI Perjuangan. Partai banteng moncong putih ini, menerima
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dengan memberikan sejumlah
catatan untuk perbaikan.

—_—

‘Terdapat beberapa poin catatan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD 2024. Beberapa poin itu, diantaranya Indeks kualitas hidup turun, jalan
rusak dan banjir menunjukkan design tidak jelas dan tidak ada blue print untuk
menangani dua persoalan tahunan itu.

“Masih ada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) menunjukkan pemerintahan
bersih tidak terlaksana. Ini menunjukkan semangat membentuk pemerintahan
yang bersih hanya isapan jempol saja,” tambahnya.

Disusul Partai Gerindra, yang dibacakan Anang Siswandoko sebagai juru bicara
Fraksi Partai Gerindra langsung menyatakan menolak Raperda
Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 untuk disahkan menjadi
Perda. Hal ini lantaran banyaknya program visi dan misi serta program kerja
Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan APBD 2024 melalui kebijakan di
lapangan banyak yang tidak relevan (sesuai) dengan RPJMD Tahun 2021 sampai
2026.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Diantaranya indikasinya adanya permainan target pendapatan belanja dan
piutang pajak yang masih tinggi. Kemudian soal program Kurma dan masalah
tahunan banjir dan jalan rusak. Begitu juga soal Silpa justru ada kenaikan dari
Tahun 2023 sebelumnya,” ungkap Anang.

Fraksi Golkar juga menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2024. Melihat program banjir dan jalan rusak masih dalam rencana dan wacana
saja. Akan tetapi tidak pernah ada bukti nyata dalam penyelesaiannya,” ungkap
Adil Jubir Partai Golkar.

Dalam menyampaikan rapat tersebut, Fraksi PAN itu langsung menyatakan
menolak Raperda itu.

“Kami melihat masih banyak sekolah yang rusak. Padahal penyerapan APBD
2024 cukup tinggi.” cetusnya.

Afdal Muhammad Ikhsan selaku Juru bicara Fraksi PKS PPP koalisi dua partai ini
juga menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024 dengan berbagai catatan secara terindi.

Terakhir Fraksi Demokrat - Nasdem terbelah menjadi dua. Untuk Partai
Demokrat menerima dan Partai Nasdem melalui Aditya Nindyawan justru
sebagai juru bicara tidak menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED
2024,

H. Abdillah Nasih selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan, karena
dalam paripurna ini dihadiri 47 orang anggota maka sesuai pasal 1 ayat 1 Tatib
DPRD No 1 Tahun 2016 diubah Tatib 2024 tentang Tatib DPRD Sidoarjo
memenuhi kuorum,.

“Kami minta penyampaian PA Fraksi-Fraksi disesuaikan dengan perolehan kursi
secara berurutan,” pungkasnya. (Nuri)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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DPRD Sidoarjo Gelar Paripurna APBD 2024,
Mayoritas Fraksi Tolak

Pertanggungjawaban

SIDOARJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo
menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA)
fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna, Rabu (16/07/2025), dihadiri oleh 47
anggota dewan dan dinyatakan memenuhi kuorum.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Rapat berjalan dinamis dengan perbedaan pandangan tajam antar fraksi. Dari
tujuh fraksi yang menyampaikan sikap, hanya satu fraksi yang sepenuhnya
menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Lima fraksi tegas menolak, sementara satu fraksi mengalami perpecahan internal.
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Ketua Fraksi PKB, Dhamroni Chudlori, menyebut tahun anggaran 2024 sebagai
momentum emas bagi kepemimpinan Bupati Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Bupati
H. Subandi. Menurutnya, PKB sebagai satu-satunya partai pengusung tetap
konsisten mendukung penuh pelaksanaan APBD.

"Fraksi kami menerima dan menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi
Perda. Ini adalah tahun emas bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya
dalam forum.
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Namun, mayoritas fraksi justru menolak, disertai kritik tajam terhadap pelaksanaan
APBD 2024. Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya, Tarkit Erdianto, menyoroti
tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp600
miliar atau sekitar 12 persen dari total APBD.

"Silpa tahun ini meningkat 10 persen dibanding tahun sebelumnya yang berada di
angka Rp513 miliar,” ungkap Tarkit.

Penolakan keras juga datang dari Fraksi Partai Gerindra. Juru bicara mereka, Anang
Siswandoko, menolak Raperda dan menuding banyak program bupati tak sejalan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

"Ada indikasi permainan dalam target pendapatan, belanja, hingga piutang pajak
yang tidak realistis. Program Kurma, persoalan banjir, dan jalan rusak juga belum
menunjukkan hasil nyata. Silpa justru naik,” tegasnya.

Fraksi Golkar, melalui Adil Kananta, memperkuat kritik tersebut dengan menyebut
program penanganan banjir dan infrastruktur jalan masih sebatas rencana tanpa
realisasi.

“Di lapangan, jalan rusak dan banjir masih menjadi pemandangan umum,”
singkatnya.

Fraksi PAN juga menyuarakan hal senada. Lewat Roky Wardoyo, fraksi ini menyoroti
meskipun serapan anggaran tinggi, banyak sekolah tetap dalam kondisi rusak dan
belum diperbaiki.

Fraksi gabungan PKS-PPP pun menolak pengesahan Raperda. Juru bicara Afdal
Muhammad Ikhsan menyampaikan berbagai catatan teknis dan substansial atas
pelaksanaan APBD yang dianggap belum optimal dan tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Fraksi Demokrat-NasDem mengadlami perpecahan suard. Demokrat
menyatakan menerima pertanggungjawaban APBD, namun Partai NasDem melalui
juru bicaranya, Aditya Nindyawan, menyatakan penolakan.

e

NEWS

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa dengan kehadiran 47
anggota, rapat telah sah dan memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam
Peraturan Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2016 yang telah disempurnakan pada 2024.

"Kami minta agar penyampaian Pendapat Akhir fraksi disesuaikan dengan
perolehan kursi masing-masing secara berurutan,” tegas Abdillah menutup
paripurna.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo di Warnai
Penolakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2024.

-

Rabu (16/7/2025) Rapat Faripurna DPRD Kabupaten Sidoano diwarnal penolakan mayoritas fraksi Foto:.Dok

SIDOARJO||[KABARZINDO.com-Rabu (16/7/2025) Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Sidoarjo diwarnai penoclakan mayoritas fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Lima
fraksi menolak raperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Rapat di ruang paripurna DPRD ini dihadiri 47 anggota dewan, memenuhi kuorum
sesuai Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2016 yang telah disempurnakan pada 2024.

Pandangan Akhir (PA) Fraksi dimulai oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua Fraksi PKB, H. Moch. Dhamroni Chudlori, menyatakan pihaknya menerima
raperda. la beralasan sebagian besar program sudah sejalan dengan visi dan misi
kepala daerah, mengingat PKB adalah satu-satunya partai pengusung Bupati dan
Wakil Bupati periode 2021-2024.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menerima, namun dengan kritik tajam.
Ketua Fraksi, H. Tarkit Erdianto, menyoroti penurunan indeks kualitas hidup,
maraknya jalan rusak dan banjir tanpa blueprint penanganan, serta lemahnya upaya
pemberantasan korupsi yang terbukti dengan masih terjadinya Operasi Tangkap
Tangan (OTT).

/A

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Gelombang Penolakan: Gerindra, Golkar, PAN, PKS-PPP Kompak Tolak

Penolakan dimulai dari Fraksi Partai Gerindra, disampaikan oleh juru bicara H.
Anang Siswandoko. la menilai banyak program pemerintah tidak sesuai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Gerindra juga
menyoroti dugaan manipulasi target pendapatan, tingginya piutang pajak, kenaikan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), serta masalah jalan rusak dan banjir yang
belum teratasi.

Serupa, Fraksi Partai Golkar juga menolak. Melalui juru bicara Adil Kananta, fraksi ini
menilai program penanggulangan banjir dan perbaikan jalan hanya sebatas rencana,
tanpa realisasi nyata.

Fraksi PAN, dibacakan Roky Wardoyo, juga menyatakan penolakan. Alasannya,
masih banyaknya fasilitas pendidikan—terutama sekolah—yang rusak, meskipun
serapan anggaran terbilang tinggi.

Fraksi gabungan PKS-PPP diwakili H. Afdal Muhammad Ikhsan, menyampaikan
penolakan mereka. Catatannya menyoroti ketidakefektifan penggunaan anggaran
dan lemahnya kinerja pengawasan program prioritas.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat—Nasdem terpecah. Partai Demokrat menerima raperda
tersebut, namun Partai Nasdem menolak. Penolakan disampaikan Aditya, yang
menyatakan pelaksanaan APBD 2024 belum mencerminkan tata kelola
pemerintahan yang efektif dan bersih.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, memastikan rapat paripurna sah karena
dihadiri 47 anggota dewan. la juga meminta penyampaian pandangan akhir fraksi
disesuaikan dengan urutan perolehan kursi masing-masing di DPRD.

Dengan dominasi fraksi penolak, nasib Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
kini menjadi sorotan publik. Jika kesepakatan lanjutan tidak tercapai, pemerintah
daerah dimungkinkan menggunakan jalur Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
sebagai mekanisme alternatif, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan
daerah.
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Rapat Paripurna LPJ APBD Sidoarjo
2024: 5 Fraksi DPRD Sidoarjo

Menolak, 2 Menerima

TIMES JNDONESIA _

Ketua Fraksi PEB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chodlori saat membacakan pendapat akhir tentamg LPJ APBD Sidoarjo 2024.
{FOTO: Syaiful Bahri/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, SIDOARJO - Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan APED Sidoarjo
2024 ditolak oleh DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna yang dihadin 47 anggota dewan.

Keputusan menolak terhadap LPJ APBD Sidoarjo 2024 setelah 5 dari 7 fraksi dalam pendapat akhir
{PA) menolak atau tidak menystujui.

Fraksi PKE dan PDIP DPRD Sidoarjo menerima. Sedangkan Fraksi Gerindra, PAM-PPP, PKS secara

tegas menolak. Fraksi Gabungan Demokrat-MNasDem memiliki dua pandangan. Partai Demokrat
menenma LPJ APBD dan Nasdem menolak.

xetua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlon menegaskan menerima LPJ APED 2024 karena

masih menganggap laporan tersebut merupakan era pemenntahan Sidoarjo Mas (Ahmad
Muhdlor-Subandi).

e
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"PKB Sidoarjo sebagai satu-satunya partai pengusung pasangan Sidoarjo Mas, sudah seyogyanya
menerima dan menyetujui Raperda LFJ APBD 2024 ini,” ucap Dhamroni saat membacakan
pendapat akhir Fraksi PKB dalam rapat panpurna, Rabu (16/7/2025).

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Tarkit Erdianto menyatakan menerima dan menyetujui
LPJ APED 2024 dengan sejumlah catatan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian data keuangan
LKP! dengan laporan keuangan yang dapat diakses melalui BPKAD

Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo melalui juru bicara Anang Siswandoko
menyampaikan penolakan atas Raperda LFJ APED 2024, Gerindra merupakan pendukung utama
Paslon Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam Pilkada kemarin.

"Ada dugaan permainan dalam penetapan target, termasuk rendahnya keseriusan dalam
optimalisasi capaian pajak,” ujarnya.

Juru bicara Fraksi Golkar Adiel Muhammad Kanantha yang notabene pengusung Subandi-Mimik
Juga menolak LFJ APBD 2024.

Fraksi Golkar memberikan sejumlzah catatan penting, seperti belum teratasinya persoalan banjir
dan munculnya titik-titik banjir baru akibat sistem drainase yang belum diperbarui dengan baik.

Yang cukup menarik adalah pendapat akhir Fraksi MasDem-Demokrat yang memiliki dua pandapat
berbeda terkait LPJ APBD 2024. Fraksi Demokrat menyatakan menerima.

Juru bicara Fraksi NasDem, Aditya mencolak dengan disertal sejumlah catatan knitis, salah satunya
kurang efekiifnya Perencanaan dan Pelaksanaan APED Pada tahun 2024, Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) mencapal Rp642,78 miliar.

"Tingginya SILPA mengindikasikan adanya gap antara perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan program/kegiatan (perencanaan yang belum efektif)," pungkasnya (*)

NEWS
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Kinerja Tak Realistis, Mayoritas Fraksi DPRD Sidoarjo
Tolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD 2024

sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak lima fraksi yang ada di DPRD Sidoarjo menolak
Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang digelar di ruang Rapat
Paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (16/07/2025) sore. Penolakan itu, disampaikan setiap fraksi
melalui juru bicaranya dalam bentuk Pandangan Akhir (PAK) Fraksi-Fraksi DPRD Sidoarjo
terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024,

Dalam gelaran rapat paripurna yang digelar di ruang paripurna itu, dilkuti sebanyak 47
anggota DPRD Sidoarjo. Berdasarkan absen yang diterima sekretariat maka pelaksanaan
rapat paripurna itu dilaksanakan dengan quorum.

PA Fraksi - Fraksi itu diawali dari Fraksi PKB. Juru Bicara Fraksi PKB, M Dhamroni Chudlori yang
juga tercatat sebagai Ketua Fraksi PKBE menyatakan menerima Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang disahkan menjadi Perda itu. Penerimaan itu dengan
dasar dan alasan PKBE merupakon satu-satunya partai pengusung dan pendukung
pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2021 - 2024.

“Karena banyak program yang dilaksankan sesuai dengan target sekaligus sesuai visi dan
misi, maka sebagai partai pengusung tunggal, Fraksi PKB menerima Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2024," ujar M Dhamroni Chudlori saat membacakan PA Fraksi PKB, Rabu
(16/07/2025).

ﬁmmmm
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Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Selanjutnya rapat paripurna dilanjutkan dengan PA Fraksi PDI Perjuangan. Untuk PA Fraksi PDI
Perjuangan dibacakan langsung Tarkit Erdianto yang juga sekaligus menjabat sebagai
Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Partai banteng moncong putih ini, menerima
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dengan memberikan sejurnlah catatan untuk
perbaikan.

Terdapat beberapa poin catatan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024,
Beberapa poin itu, diantaranya Indeks kualitas hidup turun, jalan rusak dan banjir
menunjukkan design tidak jelas dan tidak ada blue print untuk Menangani dua persoalan
tahunan itu. Kemudian juga masih ada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) menunjukkan
pemerintahan bersih tidak terlaksana. Ini menunjukkan semangat mermbentuk
permerintahan yang bersih hanya isapan jempol sajo,” paparnya.

Kemudian pembacaan PA Fraksi-Fraksi dilanjutkan PA Fraksi Partai Gerindra. Dalam
pembacaan Fraksi Partai Gerindra suasana langsung riuh. Hal ini lantaran pembukaan PA
Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Anang Siswandoko sebagai juru bicara Fraksi Partai
Gerindra langsung menyatakan menolak Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun 2024 untuk disahkan menjadi Perda. Hal ini lantaran banyaknya program visi dan misi
serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan APBD 2024 melalui
kebijakan di lapangan banyak yang tidak relevan (sesuai) dengan RPIJMD Tahun 2021
sampai 2026.

‘Diantaranya indikasinya adanya permainan target pendapatan belanja dan piutang pajak
yang masih tinggi. Kemudian soal program Kurma dan masalah tahunan banjir dan jalan
rusak. Begitu juga soal Silpa justru ada kenaikan dari Tahun 2023 sebelumnya,” tegas Anang
yang juga mantan kontraktor Sidoarjo ini.
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Sedangkan PA Fraksi Golkar juga menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED
2024. Hal ini karena melihat program banjir dan jalan rusak masih dalam rencana dan
wacana saja. Akan tetapi tidak pernah ada bukti nyata dalam penyelesaiannya.

‘Di lnpangan masih banyak jalan rusak dan banjir terjadi dimana-mana,” ucap Jubir Partai
Golkar Adil Kananta.

Sernentara Fraksi PAN dibacakan Roky Wardoyo. Dalam membacakan PA Fraksi itu langsing
menyatakan menolak Raperda itu.

“Kami melihat masih banyak sekolah yang rusak. Padahal penyerapan APBD 2024 cukup
tinggi,” tandasnya.

Untuk Fraksi PKS PPP dibacakan Afdal Muhammad Ikhsan selaku Juri Bicara. Fraksi koalisi dua
partai ini juga menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kabupaten
Sidoarjo Tahun 2024 dengan berbagal catatan secara terinci.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Sedangkan terakhir PA Fraksi Demokrat - Nasdem terbelah menjadi dua. Untuk Partai
Demokrat menerima dan Partai Nasdem melalui Aditya Nindyawan justru sebagai juru
bicara tidak menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan karena dalam paripurna ini
dihadiri 47 orang anggota maka sesuai pasal 1 ayat 1 Tatib DPRD No 1 Tahun 2016 diubah
Tatib 2024 tentang Tatib DPRD Sidoarjo memenuhi guorum.

"Kami minta penyampaian PA Fraksi-Fraksi disesuaikan dengan perolehan kursi secara
berurutan,” pungkasnya. Hel/Waw
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Kinerja Pemda Disorot, DPRD Sidoarjo Tolak
Laporan APBD 2024

Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo

Filesatu.co.id, SIDOARJO | RAPAT Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rabu sore
(16/07/2025) diwarnai penolakan mayoritas fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBED Tahun Anggaran 2024. Lima fraksi
menolak raperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Rapat di ruang paripurna DPRD ini dihadiri 47 anggota dewan, memenuhi kuorum sesuai
Tata Tertib DPRD Mo. 1 Tahun 2016 yang telah disempurnakan pada 2024.

Perpecahan di Tengah Dewan: Menerima dengan Kritik, Menolak
dengan Alasan Kuat

Pandangan Akhir (PA) Fraksi dimulai oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua
Fraksi PKB, H. Moch. Dhamroni Chudlori, menyatakan pihaknya menerima raperda. la
beralasan sebagian besar program sudah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah,
mengingat PKB adalah satu-satunya partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati periode
2021-2024.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menerima, namun dengan kritik tajam. Ketua
Fraksi, H. Tarkit Erdianto, menyoroti penurunan indeks kualitas hidup, maraknya jalan
rusak dan banjir tanpa blueprint penanganan, serta lemahnya upaya pemberantasan

- korupsi yang terbukti dengan masih terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Gelombang Penolakan: Gerindra, Golkar, PAN, PKS-PPP Kompak
Tolak

Penoclakan dimulai dari Fraksi Partai Gerindra, disampaikan cleh juru bicara H. Anang
Siswandoko. la menilai banyak program pemerintah tidak sesuai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Gerindra juga menyoroti dugaan
manipulasi target pendapatan, tingginya piutang pajak, kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (Silpa), serta masalah jalan rusak dan banjir yang belum teratasi.

Serupa, Fraksi Partai Golkar juga menalak. Melalui juru bicara Adil Kananta, fraksi ini
menilai program penanggulangan banjir dan perbaikan jalan hanya sebatas rencana,
tanpa realisasi nyata.

Fraksi PAMN, dibacakan Roky Wardoyo, juga menyatakan penolakan. Alasannya, masih
banyaknya fasilitas pendidikan—terutama sekolah—yang rusak, meskipun serapan
anggaran terbilang tinggi.

Fraksi gabungan PKS-PPR diwakili H. Afdal Muhammad Ikhsan, menyampaikan
penclakan mereka. Catatannya menyoroti ketidakefektifan penggunaan anggaran dan
lemahnya kinerja pengawasan program prioritas.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat—Nasdem terpecah. Partai Demokrat menerima raperda
tersebut, namun Partai Nasdem menaolak. Penclakan disampaikan Aditya, yang
menyatakan pelaksanaan APBD 2024 belum mencerminkan tata kelola pemerintahan
yang efektif dan bersih.

Keputusan DPRD Sidoarjo dan Implikasi ke Depan

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, memastikan rapat paripurna sah karena dihadiri 47
anggota dewan. la juga meminta penyampaian pandangan akhir fraksi disesuaikan
dengan urutan perolehan kursi masing-masing di DPRD.

Dengan dominasi fraksi penolak, nasib Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 kini
menjadi sorotan publik. Jika kesepakatan lanjutan tidak tercapai, pemerintah daerah
dimungkinkan menggunakan jalur Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai mekanisme
alternatif, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan daerah.
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DPRD Sidoarjo : Rokok ilegal
Sangat Merugikan Masyarakat
dan Negara
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Sidoarjo (aksaraindonesia.id) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Sidoarjo prihatin dengan tingginya penjualan rokok ilegal di Sidoarjo.
Berdasarkan data penindakan rokok ilegal pada wilayah kerja Bea Cukai
Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya dan Kota
Mojokerto) menunjukkan tren kenaikan adanya perdagangan rokek ilegal.
Hingga Juni 2025 , Bea Cukai Sidoarjo berhasil menyita 17.720.452 batang
rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 14,1 milliar.

Wakil Ketua DFRD Kabupaten Sidoarjo, Warih Andono mengatakan
mengkonsumsi rokok itu memang ada dampak negatifnya di sisi kesehatan
namun dampak tersebut bisa meningkatkan berkali-kali lipat jika
mengkonsumsi rokok ilegal.

“Sebab rokok ilegal tidak diketahui apakah kempaosisi bahan-bahan yang
digunakan pas, apakah kualitas bahan-bahan yang digunakan memenubhi
syarat atau tidak. Karena ilegal dan murah harganya maka sangat berpotensi
bahwa kualitas bahan yang digunakan tidak bagus. Hal itu tentu akan sangat
mempengaruhi kesehatan baik si perokok aktif maupun non aktif, "papar
Warih pada Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Peredaran Rokok llegal
Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 di Balai Desa
Tropodo, Selasa (15/07/2025).

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini menjelaskan bahwa peredaran
rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara saja tetap juga masyarakat.
Sebab pajak dari cukai rokek itu dikembalikan ke masyarakat.

“Dari Cukai tersebut until Bantuan Langsung Tunai (BLT) Cukai bagi petani
tembakau, untuk kesehatan bagi mereka yang menderita batuk karena rokok.
Jadi ayo ikut gempur rokok ilegal karena yang dirugikan adalah panjenengan
semua, " tegas Warih.

Sebelumnya, Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, Deny
Haryanto menjelaskan bahwa dengan maraknya masyarakat yang memilih
rokok ilegal justru menganggu perekonomian.

“Ada rokok ilegal itu sangat menganggu perekonomian makro atau
pendapatan Kabupaten Sidoarjo dari cukai rokok, * ungkap Politisi dari Partai
Keadilan Sosial (PKS) ini.

Ketua PKS Kabupaten Sidoarjo ini menjelaskan DPRD Kabupaten Sidoarjo
sangat ingin memfasilitasi pengusaha rokok atau UMKM rokok agar fidak
menjadi produsen rokek ilegal lagi. Tujuan Pemkab Sidoarjo dalam gerakan
gempur rokok ilegal adalah ngin melindungi warga sidoarjo baik dari sisi
kesehatan bagi perokok aktif dan pasif serta dari kasus hukum bagi
produsennya.
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“Jangan memaknai kegiatan ini sebagai pengawasan yang menakutkan tetapi
mari memaknai sebagai wujud cinta pemerintah akan keamanan dan
kesehatan masyarakat nya.

Ini akan terus digaungkan ke pelosok pelosok desa di seluruh Kabupaten
Sidoarjo, " paparnya.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Tropodo, Moch Kusaini mengungkapkan
penduduk Tropodo sangat banyak dan penduduk Tropodo banyak yg menjual
dan mengkonsumsi rokok ilegal.

“Banyak yang jualan rokok ilegal di Tropodo ini baik warga Tropodo sendiri
maupun dari luar Tropodo. Kami berharap jangan sampai pedagang ini terjerat
kasus hukum karena menjual rokok ilegal, " pungkasnya. Sis
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Lima Fraksi Menolak Raperda
LPP APBD Sidoarjo 2024

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Sidoarjo (aksaraindonesia.id) — Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo
ramai dengan aksi menolak Raperda Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2024. Dari tujuh (7) fraksi, ada lima Fraksi
yang menolak Raperda LPP Tahun 2024 yang dinilai kurang tepat sasaran dan
bahkan merugikan masyarakat Sidoarjo.

Dua Fraksi yang menerima Raperda LPP Tahun Anggaran 2024 adalah Fraksi
PKB dan PDIP, sedangkan Fraksi Gerindra, PAN-PPP, PKS secara tegas
menolak. Fraksi Gabungan Demokrat-NasDem memiliki dua pandangan. Partai
Demokrat menerima Raperda LPP APBD dan Nasdem menolak.

Pembacaan pendapat akhir Fraksi yang pertama dari Fraksi PKB. Ketua Fraksi
PKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menegaskan sebagai pengusung
pasangan Ahmad Mudhlor — Subandi tentunya pihaknya mendukung dan
menerima Raperda LPP APBD 2024.

“PKRB Sidoarjo sebagai satu-satunya partai pengusung pasangan Sidoarjo
Mas, sudah seyogyanya menerima dan menyetujui Raperda LPP APBD Tahun
2024 ini,” ucap Dhamroni pada Sidang Paripurna V dengan agenda
Penyampaian pendapat akhir Fraksi -Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED Tahun Anggaran 2024, Rabu
(16/7/2025).

Penerimaan atas Raperda LPP APBD 2024 juga dinyatakan oleh Fraksi PDI
Perjuangan. Juri bicara Fraksi PDIP, Tarkit Erdianto menyatakan beberapa

point yang harus diperhatikan secara serius dan dilakukan perbaikan pada
Tahun 2025 ini.

“"Kami juga menemukan ketidaksesuaian data keuangan LKPJ dengan laporan
keuangan yang dapat diakses melalui EPKAD, " sebut Tarkit.

Juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko menyampaikan
Fraksi Gerindra menolak atas Raperda LPP APBD 2024. Gerindra merupakan
pendukung utama Paslon Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik ldayana
dalam Pilkada kemarin.
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“Ada dugaan permainan dalam penetapan target, termasuk rendahnya
keseriusan dalam optimalisasi capaian pajak,” ujarnya.

Penolakan juga diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Golkar Adiel Muhammad

Kanantha yang notabene pengusung Subandi-Mimik juga menolak Raperda
LPP APBD 2024.

Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan penting, seperti belum
teratasinya persoalan banjir dan munculnya titik-titik banjir baru akibat sistem
drainase yang belum diperbarui dengan baik.

Bila Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar dengan tegas menolak, berbeda

dengan Fraksi NasDem-Demokrat yang memiliki dua pandapat berbeda
terkait Raperda LPP APBD 2024. Dimana, Fraksi Demokrat menyatakan
menerima sedang Fraksi NasDem menolak.

Juru bicara Fraksi NasDem, Aditya menolak dengan disertai sejumlah catatan
kritis, salah satunya kurang efektifnya Perencanaan dan Pelaksanaan AFPEBD
Pada tahun 2024. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai
Rp642,78 miliar.

“Tingginya SILPA mengindikasikan adanya gap antara perencanaan,

penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan (perencanaan yang belum
efektif),” pungkasnya. Sis
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Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Wonoayu: Ir.
Supriyono Tegaskan Sampah adalah
Tanggung Jawab Bersama

PENGELOLAAN SAMPAH !
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Sidoarjo | MMCNEWS, 16 Juli 2025 — Pemerintah Kecamatan Wonoayu bersama Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menggelar sosialisasi
pengelolaan sampah di ruang rapat Kantor Kecamatan Wonoayu. Kegiatan ini dibuka oleh
Plt Camat Wonoayu, Drs. Anwar, dan menghadirkan Ir. Supriyono, anggota Komisi B DPRD
Kabupaten Sidoarjo, sebagai narasumber. Turut hadir pula perwakilan dari DLHK, Budi
Santoso, serta para perwakilan desa se-Kecamatan Wonoayu.

Dalam sambutannya, Drs. Anwar menyampaikan pentingnya kesadaran bersama dalam
pengelolaan sampah. la menekankan bahwa meskipun di Kecamatan Wonoayu telah
terdapat beberapa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS3R (Tempat
Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), namun pelaksanaannya belum maksimal.

“Kami berharap ke depan setiap desa semakin sadar dan peduli terhadap pengelolaan sampah.
Kami tengah mencari desa yang siap menyediakan lahan untuk pembangunan tempat
pengelolaan sampah. Insyaallah, pemerintah daerah akan mendukung pembangunannya,”
terang Anwar.

Hal senada disampaikan oleh Ir. Supriyono dari Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo. la
menegaskan bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab semua pihak, dari lapisan
terbawah hingga pimpinan daerah.
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7 Partai Koalisi Sidoarjo Maju Tolak Raperda
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024

SIDOARJO (liputansidoarjo.com) —
Pasca penolakan mayoritas fraksi DPRD Sidoarjo atas Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024, Pergerakan politik di kota Delta bergerak
cepat dan dinamis.

KONFE‘ENSI PERS

KOALISI SIDOARJO MAJU

Bahkan untuk memperkuat sikap penolakan itu, tujuh partai besar pemilik kursi parlemen Sidoarjo, menggelar jumpa pers menyatakan sikap bersama, Rabu
(16/7/2025).

Tidak tanggung-tanggung, Ke tujuh partai besar yang berkumpul di kantor DPD Partai Golkar ini adalah PDIF, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, Partai
Nasdem dan PPR

Tidak terlihat pengurus PKB maupun Partai Demokrat dalam jumpa pers ini.

Adam Rusdy ketua DPD Partai Golkar yang menjadi juri bicara konferensi pers menyatakan, banyak sekali indikasi dan fakia yang menjadikan dasar untuk
menolak Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Liputan Si%dbarjo.c DI

"Seperti banjir yang masih terjadi di beberapa wilayah Sidoarjo, jalan jalan yang masih banyak yang rusak dan berbagai fakia di lapangan,” ujar Adam.

Yang menarik dalam koalisi Sidoarjo maju ini, adalah kehadiran PDIP yang pada paripurna sebelumnya menerima pelaksanaan APBD 2024 meskipun
dengan catatan yang cukup keras.

Tarkit Erdianto ketua fraksi PDIP DPRD Sidoarjo yang hadir dalam jumpa pers, menyatakan bahwa perubahan sikap PDIP ini merupakan dinamika per detik
dari kondisi politik di Sidoarjo.

Sebagai kader partai, tentu saja sikap penolakan yang hanya jeda sekian jam ini, merupakan sikap tegak lurus akan instruksi partai.

"Instruksi partai harus kita jalankan dengan tegak lurus, dengan dinamika yang terjadi, maka kita nyatakan menolak Raperda Pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD tahun 2024, ungkap Tarkit Erdianto.

Koalisi yang terbilang kuat secara politik di Sidoarjo ini menurut Adam Rusdy, bisa jadi merupakan koalisi permanen dengan satu tujuan membangun
Kabupaten Sidoarjo lebih baik. (Abidin)

Liputan Si%dbarjo.c DI

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Salurkan BSU, Sekda Kab.Sidoarjo : Manfaatkan
Untuk Ketahanan Pangan Keluarga
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SIDOARICO | Suaralintasindonesia.com -Sebanyalk 155 ribu lebih warga Sidoarjo akan menerima Bantuan Subsidi Upah (BESU) dari
pemerintah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan, BSU diberikan kepada warga yvang memiliki upah di

bawah Rp 3.5 juta. Bantuan yang diterima masing-masing sebesar Rp 400 ribu.

“Penyaluran BSU ini dilakukan menjadi 2 mekanisme yvaitu melalui Kantor Pos Sidoarjo dan transfer ke rekening bank Himbara (himpunan

bank milik negara),” katanya saat menghadiri acara simbolis penyerahan BSU di Kantor Pos Sidoarjo, Rabu (14/7).

Dikatakannya, total anggaran yvang disiapkan pemerintah mencapai Rp 111 milliar, dengan rincian yang disalurkan oleh Kantor Pos
Sidoarjo adalah sebesar Rp 44,7 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 77.988 orang dan sisanya melalui bank Himbara. 3€ceHari ini,

secara simbaolis, kami serahkan kepada kader kesehatan Posyandu yvang tidak memiliki rekening himbara,” ucapnya.

Fenny berharap bantuan tersebut bisa digunakan secara bijak. Terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi dan kebutuhan pokok

keluarga.

&€ceSaya harap agar penerima B5SU mengsunakan uangnya bukan hanya untuk konsumtif yvang habis di makan begitu saja, namun dapat
dimanfaatkan untuk support ketahanan pangan keluarga seperti kelompok Asman Toga (Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga) dengan

membuat kripik atau makanan yang bernilai jual sehingza uang Rp 600 ribu tetap berputar,” harapnya.

Sementara itu, Heny apriningsih (61 tahun) salah satu kader Kelurahan Sidoklumpuk, Sidoarjo mengaku senang dan sangat terbantu

dengan adanya BSU ini, pihaknya juga selama ini aktif dalam memanfaatkan uangnya untuk ketahanan pangan dikeluarganya.

"MNantinya saya juga akan investasikan bantuan ini ke tanaman Toga atau untuk kebutuhan keluarga yang lebih bermanfaat untuk

keberlangsungan hidup,” jelasnya. (Hr)

e
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Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Tolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Ini
Pernyataan Sikap 7 Partai Koalisi Sidoarjo Maju

i FERENSI PERS
B ch?.qﬂm SIDOARIC MAJL

Jawapes, SIDOARJO - Tujuh partai Koalisi Sidoarjo Maju' diantaranya Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Nasdem, PPP dan PDIP
menyatakan sikapnya terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna ke-V pada Rabu (18/7/2025).

Secara bersama, ke 7 partai Koalisi Sidoarjo Maju menggelar konferensi pers di aula partai Golkar JI. A. Yani Sidoarjo
pada Rabu (16/7/2025) sore, dimana Adam Rusydi (Golkar) ditunjuk sebagai pembicara mewakili anggota partai lain
yang hadir, diantaranya Suyarno, Warih Andono, Kayan, Emir Firdaus, Bangun Winarso, Adiel Muhammad Kanantha,
Achmad Muzayin Syafrial, Rizal Faudy, Deny Haryanto, Aditya Indra Putra Mualin, Bambang Pujianto, Muhammad Didn
Felani, Prabata Ferdiansyah, Muhammad Zakaria Dimas Pratama, Tarkit Erdionto dan Pratama Yudhiarto.

Disampaikan Adam bahwa dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat, Koalisi Sidoarjo
Maju memandang bahwa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 memuat
sejumlah capaian yang patut dihargai, namun belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan
yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

Lanjut Adam, ditengah dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks, kami menilai masih terdapat ruang

pembenahan yang cukup lebar, baik dalam aspek perencanaan program, penyerapan anggaran, maupun capaicn
kinerja lintas sektor.

JAWAPES, or.id

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Oleh karena itu, Koalisi Sidoarjo Maju menyampaikan beberapa catatan strategis dan masukan sebagai bentuk
tanggung jawab politik kami dalam menjaga arah pembangunan daerah agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi,
akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kebutuhan riill masyarakat

1. Koalisi Sidoarjo Maju mencermati bahwa program penanggulangan banjir masih berada dalam tataran rencana dan
wacana. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Waru, Taman,
tanggulangin, sedati, dan Porong selalu menjadi “pelanggan tetap” genangan dan banjir musiman. Bahkan saat ini,
muncul titik-titik banjir baru yang sebelumnya tidak pernah terdampak, seperti beberapa desa di Kecamatan Krian,
Tulangan, Prambon dan Tarik. Ini mencerminkan bahwa sistem drainase tidak diperbarui sesuai perkermbangan tata
ruang dan pertumbuhan kawasan.

Koalisi Sidoarjo Maju menekankan bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda pembangunan infrastruktur pengendali
banjir, baik berupa kolam retensi, saluran primer-sekunder, maupun pompa otomatis, karena kerugian ekonomi dan
sosial yang ditimbulkan jauh lebih besar dari biaya konstruksi yang dibutuhkan.

Dampak dari ketidakjelasan penanganan banjir di Sidoarjo tampak nyata, salah satunya di SDN Banjarasri
Tanggulangin yang terdampak langsung oleh banjir. Akibat kondisi tersebut, minat masyarakat untuk mendaftarkan
anaknya ke sekolah ini menurun drastis, terbukti dari hanya 10 siswa baru yang mendaftar pada tahun ajaran ini.
Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo selalu menjadi korban dampak dari akibat banjir yang setiap tahun selalu terjadi,
kami menilai pemerintah kabupaten Sidoarjo tidak serius dalam menangani permasalahan penanggulangan Banjir.

2. Koalisi Sidearjo Maju menilai program prioritas Bupati yang mencanangkan penciptaan "100.000 lapangan kerja” tidak
disertai indikator yang jelas dan terukur. Tidak ada penjelasan berapa banyak lapangan kerja yang benar-benar
diciptakan sepanjang tahun 2024, dari sektor mana saja, dan melalui skema apa. Apakah melalui investasi, padat
karya, BLK, UMKM, atau program lainnya? Tanpa indikator kinerja yang konkret dan akuntabel, maka program ini hanya
akan menjadi jargon politik tanpa bukti nyata. Tidak hanya itu, masalah lapangan kerja diperparah dengan hanya 34,6
persen pekerja Sidoarjo yang terlindungi program jaminan sosial, selebihnya tidak memiliki jaminan sosial/ BPJS.

Koalisi Sidoarjo Maju menuntut ke depan, setiap program prioritas harus disertai tolok ukur keberhasilan yang
terpublikasi secara berkala kepada masyarakat. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka diangka 6,49
persen, yang merupakan angka TPT tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Hal ini berbanding terbalik dengan angka indeks pembangunan manusia terbuka di kabupaten Sidoarjo sebesar 82,67
persen, yang justru dikhawatirkan oleh Koalisi Sidearjo Maju nantinya akan semakin banyak pengangguran Intelektual,
yang akan membawa dampak negative bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

JAWAPES. or.id
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3. Koalisi Sidoarjo Maju memberikan perhatian serius terhadap masih maraknya pungutan di sekolah negeri, khususnya
5D dan SMP, dengon dalin "kesepokatan komite”. Selain itu, Koalisi Sidoarjo Maju juga menyoroti kondisi infrastruktur
pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang masih memprhatinkan. Banyak sekoloh dosar dan menengah pertama yang
mengalomi kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, serta sarana belojar yong tidak memadai.

Hoamun, upaya perbaikon terkendala cleh alokasi anggaran pendidikan yang sangat minim. Anggaran pendidikan
harpir semua terserap untuk belanja rutin, sehinggo anggaran untuk sarana pro-sarana sekoloh menjodi sangat
terbatos.

Koalisi Sidoarjo Maju menegaskan bahwa pendidikan dasor adalah hak rakyat dan wajib difasilitosi oleh negara tanpa
biaya. Kabupaten Sidoarjo memiliki alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar, yakni lebih darn 20 persen APED,
yang seharusnya mampu membiayai operasional sekolah tanpo membebani erang tua siswa. Koalisi Sidoarjo Maju
meminta agar penggunaan anggaran pendidikan difokuskan poda kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan
rmund don sekolah.

4. Berdaoszarkan hasil ikhtisar BPK Rl terdapat temuan oleh BPE Rl yang dilakukan Ui Petik kepoada 27 Organisasi Perangkat
Daerah {OPD) di lingkungon Pemkab Sidoarjo, yang melakukan kesolahon penganggaran belanja barang dan jasa
serta belanjo modal Ini menunjukkan lemahnya pengowasan internal dan kelalaion dori Pimpinon Doerah. Koalisi
Sidoarjo Maju melinat bahwa problem ini bukan sekadaor teknis administratif, tetapi mencerminkan kultur birokrasi yang
belum profesional dan akuntabel.

Oleh karena itu. Keoalisi Sidoarjo Maju menuntut agar segera mengevoluasi pejabat terkait dan meningkatkon kapasitas
SDM, serta memperkuat sistem pengendalion internal agar kejodion serupa tidaok terulang di tahur-tahun benkutmya.

5. Koalisi Sidoarjo Maju memandaong bahwa infrastruktur jolan di Kobupaten Sidoarje masih jouh dari harapan publik. Di
tengah geliat ekonomi dan pertumbuhaon kawosan industr, justru masih ditermukan ratusan titik jolan yang rusak
parah, berlubang. dan tak layak dilintasi

Data darn Dinas PU Bina Marga mencatat lebih dar 445 titik kerusokan jolan yang tersebar di berbagail kecamatan
hingga pertengahan 2025. Kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas warga dan logistik usaha kecil, tetapi juga
mengancam keselamatan jiwoBetul, beberapa perbaikan memang telah dilakukan menjelang Lebaran 2025 don ada
program betonisasi di sejurmilah ruas utamao. Namun, Koalisi Sidoarjo Maju menilai langkah ini masih bersifat tamibal-
sulam dan reaktif. Tanpa desain infrastruktur jangka panjang don perencanaan drainase yang terpadu, kerusakan
akan terus berulang. D1 banyok wilayah sepert! Kureksan dan Kemangsen, jalan rusak disebabkan bukan karena volume
kendaraan saja, melainkan gogaolnya sistermn drainase yang tok pernah dibenahi bersamoan.

6. Lebih dan itu, Koalisi Sidoarjo Maju melihat odanya masalah dalam sisi tota kelolo anggaran dan pengowasan.
Anggaron jolan setiop tahun dikucurkan dalam jumlah besar, namun hasilnya tidak mencerminkon perbaikan
signifikan. Di sinilah letak keropuhan manajemen proyek infrastruktur di Sidoarjo. Indikasi lemahnya pengawasan teknis,
pelaksanaan proyek yang asal jodi, hingga ketidakterbukoan kepada publik terhodap peloksanaan proyek periu
mendapat perhatian serius.

Koalisi Sidoarjo Maju menilai bahwa Raperda tentang Pertanggungjowalzon Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2024 belum merepresentasikan capaian kinerjo yang progresif, terukur, dan benar-benar berpihok
pada kebutuhan rill masyarakat. Masih tampak lemahnya konsistensi dalom perencanoan hingga pengawasan
program, yang mengindikasikan belum hadirnya komitmen politik (political will) yang kuat dari pimpinan daerah.

® JAWAPES,or.id

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Manfaatkan Untuk Ketahanan Pangan, Sekda Kab. Sidoarjo
Salurkan BSU,
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SIDOARJO, SOROTMATA.COM | Sebanyak 155 ribu lebih warga Sidoarjo akan
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah. Sekretaris Daerah
{Sekda) Kab. Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan, BSU diberikan kepada
warga yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan yang diterima masing-
masing sebesar Rp 600 ribu.

“Penyaluran BSU ini dilakukan menjadi 2 mekanisme yaitu melalui Kantor Pos
Sidoarjo dan transfer ke rekening bank Himbara (himpunan bank milik negara),”
katanya saat menghadiri acara simbolis penyerahan BSU di Kantor Pos Sidoarjo
pada Rabu (16/7/2025).

Dikatakannya, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 111
milliar, dengan rincian yang disalurkan oleh Kantor Pos Sidoarjo adalah sebesar
Rp 46,7 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 77.988 orang dan sisanya
melalui bank Himbara.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



“Hari ini, secara simbolis, kami serahkan kepada kader kesehatan Posyandu
yang tidak memiliki rekening himbara,” ucapnya.

Fenny berharap bantuan tersebut bisa digunakan secara bijak. Terutama untuk
mendukung ketahanan ekonomi dan kebutuhan pokok keluarga.

“Saya harap agar penerima BSU menggunakan uangnya bukan hanya untuk
konsumtif yang habis di makan begitu saja. namun dapat dimanfaatkan untuk
support ketahanan pangan keluarga seperti kelompok Asman Toga (Asuhan
Mandiri Tanaman Obat Keluarga) dengan membuat kripik atau makanan yang
bernilai jual sehingga uang Rp 600 ribu tetap berputar,” harapnya.

Sementara itu, Heny apriningsih (61 tahun) salah satu kader Kelurahan

Sidoklumpuk, Sidoarjo mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya
BSU ini, pihaknya juga selama ini aktif dalam memanfaatkan uangnya untuk

ketahanan pangan dikeluarganya.

“Nantinya saya juga akan investasikan bantuan ini ke tanaman Toga atau untuk
kebutuhan keluarga yang lebin bermanfaat untuk keberlangsungan hidup,”

jelasnya. (Nuri)
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Tujuh Parpol Mengatasnamakan Koalisi
Sidoarjo Maju Tolak Raperda
Pertanggungjawaban APBD 2024

O JUIE 2L

Foto : Koalisi Sidoarjo Maju menggelar konferensi pers penolakan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APED 2024
Femerintah Kabupaten Sidoano, Rabu, (167 72025).

SIDOARJOSATU.COM — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 resmi ditolak oleh Koalisi Sidoarjo Maju usai
Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo,

Koalisi yang terdiri dari tujuh fraksi besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, NasDem,
PPF, dan PDI Perjuangan menilai bahwa pelaksanaan APBD 2024 belum menunjukkan
efektivitas tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

“Kami melihat masih banyak masalah struktural yang belum dibenahi, mulai dari
penanganan banjir, penciptaan lapangan kerja, hingga transparansi anggaran. Ini bukan
sekadar teknis, tapi menyangkut arah politik anggaran yang tidak berpihak pada rakyat”
tegas juru bicara Koalisi Sidoarjo Maju, Adam Rusydi dalam penyampaian sikap politik
mereka di kantor DPD Partai Golkar Sidoarjo, Rabu, (16/7/2025).

Salah satu sorotan tajam berkaitan dengan penanggulangan banjir yang dinilai masih
dalam tataran wacana, bukan aksi nyata. Titik-titik banjir seperti di Waru, Taman, Sedati,
Porong, hingga kawasan baru di Krian dan Tarik terus berulang tanpa solusi tuntas.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



“Setiap tahun masyarakat menjadi korban. Bahkan, akibat banjir, minat masyarakat
mendaftarkan anak ke SDN Banjarasri Tanggulangin merosot drastis. Hanya 10 siswa
baru yang mendaftar. Ini bukan hanya bencana alam, tapi cermin kegagalan tata kelola,”
tegas Adam.

Menurutnya, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dinilai tidak serius dalam
penanganan banjir dan hanya bersifat tambal sulam.

“Ada titik-titik banjir baru di wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak. Ini
menunjukkan bahwa sistem drainase tidak diperbarui sesuai perkembangan kawasan,”
tambahnya.

Mereka mendesak pemerintah segera menyusun master plan penanggulangan banjir
wyang terintegrasi dan mengalokasikan anggaran secara tepat, termasuk pembangunan
kolam retensi dan pompa otomatis.

Selain itu, Koalisi S5idoarjo Maju juga menyoroti program prioritas bupati terkait
penciptaan 100.000 lapangan kerja, yang disebut tanpa indikator dan capaian jelas.
Tidak ada data detail dari sektor mana lapangan kerja diciptakan atau melalui skema
apa.

“Angka pengangguran terbuka Sidoarjo masih di 6,49 persen, tertinggi di Jawa Timur. Di
sisi lain, IPM kita tinggi, 82,67. Ini mengindikasikan ancaman pengangguran intelektual
wyang harus segera ditangani secara strategis,” terangnya.

Selzin itu, pungutan di sekolah negeri dengan dalih ‘komite’ masih marak. Koalisi
mengkritisi bahwa anggaran pendidikan lebih dari 20 persen AFPBD justru banyak
terserap untuk belanja rutin, bukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

“Sekolah rusak, ruang kelas kurang, alat belajar tidak memadai. Ini ironi. Pendidikan
dasar adalah hak rakyat, jangan dibebankan ke orang tua.” kata Adam Rusydi yang juga
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lanjutnya, terdapat 27 OPD di
lingkungan Pemkab Sidoarjo yang melakukan kesalahan penganggaran belanja. Koalisi
menilai ini sebagai indikasi lemahnya pengawasan internal dan budaya birokrasi yang
belum profesional.

“Ini bukan hanya salah input. Ini soal tata kelola dan integritas. Kami minta evaluasi
menyeluruh pejabat terkait,” ujarnya.

Kondisi infrastruktur jalan juga menjadi kritik keras. Tercatat 445 titik jalan rusak
tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari Kureksari hingga Kemangsen. Perbaikan
hanya bersifat tambal-sulam dan tidak menyentuh akar masalah seperti sistem drainase.
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“Anggaran besar tiap tahun dikucurkan, tapi hasilnya jalan tetap rusak. Ini persoalan
manajemen proyek dan pengawasan yang lemah. Masyarakat butuh solusi, bukan
seremonial perbaikan sebelum lebaran saja.” terangnya.

Atas semua pertimbangan strategis tersebut, Koalisi Sidoarjo Maju secara tegas menolak
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APED Tahun Anggaran 2024, Mereka menilai
laporan tersebut belum mencerminkan transparansi, efektivitas, dan keberpihakan pada

rakyat.

“Kami tidak ingin sekadar menyetujui formalitas angka. Kami ingin APBD benar-benar
menjadi alat perubahan sosial, bukan sekadar alat birokrasi,” tegasnya.

Penalakan ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Sidoarjo, khususnya dalam barisan
Koalisi Sidoarjo Maju, akan lebih kritis dan transparan dalam mengawal anggaran publik,
sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Sementara dalam sesi tanya jawab, wartawan menyoroti dinamika politik yang
melatarbelakangi terbentuknya Koalisi Sidoarjo Maju, termasuk perubahan sikap partai
besar seperti Golkar dan PDI Perjuangan yang awalnya menerima APED dengan catatan.

“Reaksi PDI Perjuangan harus menolak. Ini perintah dari langit, dan saya akan tegak
lurus,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tarkit Erdianto saat ditanya soal perubahan
sikap dari menerima menjadi menolak.

Menurut Tarkit, penclakan itu bukan tanpa sebab, melainkan keinginan partai tentang
suatu perubahan yang nyata untuk Kabupaten Sidoarjo.

“Kalau saya tetap menerima, itu justru saya berdosa. Kami ingin perubahan nyata untuk
Sidoarjo,” tandasnya. (Had).

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Salurkan BSU, Sekda Sidoarjo Minta Dimanfaatkan
Untuk Usaha Ketahanan Pangan Keluarga

Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak 155.000 lebih warga Sidoarjo bakal menerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten
Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan BSU diberikan kepada warga yang memiliki upah di
bawah Rp 3,5 juta. Bantuan yang diterima masing-masing sebesar Rp 600.000.

“Penyaluran BSU ini dilakukan menjadi 2 mekanisme yaitu melalui Kantor Pos Sidoarjo dan
transfer ke rekening Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” ujar Fenny saat
menghadiri acara simbolis penyerahan BSU di Kantor Pos Sidoarjo, Rabu (16/07/2025).

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



Menurut Fenny, total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 11 milliar. Rincian
yang disalurkan oleh Kantor Pos Sidoarjo sebesar Rp 46,7 miliar dengan jumilah penerirma
sebanyak 77.988 orang dan sisanya melalui bank Himbara.

“Hari ini, secara simbolis, kami serahkan kepada kader kesehatan Posyandu yang tidak
memiliki rekening Himbara,” katanya.
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Fenny berharap bantuan ini bisa digunakan secara bijak. Terutama, untuk mendukung
ketahanan ekonormi dan kebutuhan pokok keluarga.

‘Saya harap agar penerima BSU menggunakan uangnya bukan hanya untuk konsumtif yang
habis dimakan begitu saja. Tapi harus dapat dimanfaatkan untuk support ketahanan
pangan keluarga seperti kelompok Asman Toga (Asuhan Mandirl Tanaman Obat Keluarga)
dengan membuat kripik atau makanan yang bernilai jual. Harapannya, uang Rp 600.000
tetap berputar,” pintanya.

Sementara Heny Apriningsih (61) salah satu kader Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan
Sidoarjo mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya BSU ini. Pihaknya juga
selama ini aktif dalam memanfaatkan uangnya untuk ketahanan pangan di keluarganya.
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‘Nantinya saya juga akan investasikan bantuan ini ke tanaman Toga atau untuk kebutuhan
keluarga yang lebih bermanfaat untuk keberlangsungan hidup kami sekeluarga,”
pungkasnya. Ary/Waw

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



